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ABSTRAK

Hasil kajian menyimpurkan bahr.va bangsa indonesia yang rnayoritas
parduduhrya memeluk agailla Islarn rjalarn kehidupar politik tidarq pemah lepas dari
agama Islam, mulai Islan datang pertama kali di Indonesia pada masa kemerdekaan

hingga Era Reformasi. Politik Islam Ind.rnesia yarg diwujurJkan melalui partai-ptrtar
politik Islan, baik secaa formalis maupun subtarsif yang mempuryai tujuan yarg
sama yaitu mewujudkan cita-cita politik Islam dalam kehidupan politik bangsa
Ir:donesia, Untdk nrewqiurlkan balclaun thoyyihatwt warttbbtor ghoJur dengan cara
amal ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi partai-partai Islam kurang mendapat respon
dari untat Islarn itu sendiri. Terbrikti pada nrasa orde Baru patai grlirik Islarn
mengalarni kekalah4 karena ,Jipersempit ruang gerak perpolitikanrya dan
dilanjutkannya Eta Reformasi partai-partai Islam juga mengalami kekalahan. Karena
pada Era Reformasi partai Islam sangat banyak dan pemilihnya dibingrrngkar dengan
partai-partai Islam. Hal ini mengganbarkan simbol atau label agama kurang diterima
dan dirnargerri oleh masyarakat Lrdonesia dalan kehidupar politik.

Adanya fenomena itu mengakibatkan aspirasi umat Islam dan elite Islam
ktnang mencerminkan agarrra dalam berpolitik, seperti kea,Jilan, toleransi dan
tttttsyawarah, sehingga tidak jarzrng partai politik Islam memahami arama dalam
kehidupan politik sebatas iba,lalr ritual dan fonnalistik. Sehingga banyak ,Jitemui bila
agalna sering digt[rakan tuttuk melegimitasi rindakan politik oleh massa mayprm elite
paftai poiitik Islam, yang tak Jarang rnengakibatkan terya<linya konflik <Iengan <talil
agama.
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BAB I

PEI\';DAHt'LtiAli

A. LATAR BELAKANG

Smgguh tidak mudah mernbicarakan peranan a_gama Islam ,Jalmr kancah

politik dilndonesia' Hal ini disebabkan karena unsure-unsrrr politik kita banyak

diwarnai dan diperkaya oleh ist,ah SARA (suku, ras, agarna, rlan antar gorongan),

senrentara aganTa rnenempati perar y.ang paring peka diantara ,nsur rainya.

Namun tidak menutup kemungltinan, bahwa pembahasan agama ,lar
kontribusinya terhadap negara adarah har yang diciptakan, se.yauh pembahasan

tersebut tidak m en ggan ggu stabi I i tas pelpol iti kan.

D Indonesia, gejala demikian tarnpak dalarn setiap babakan seja.all rnulai

permulaan abad ke 20, ketika nasionalisme Indonesia mulai terbenmk dampai saat

ini' yakni te{adi pergumulan antara islarn dan negara. Hubtmgan antara islam dan

negara mengalami pasang surut. Fenomena ini diranglaun oleh Deliar Noer dalam

rrrlisalrya yang berbunf " Dalarn sejarahnya, kedur,ukan rJan pem,an politik

islarn di l,dodesia mengararni pasang sunlt",. Dan baran_s kari rebih banyak

pa*ngnya dutpada sumtny'a. Ia pasang pada permr iaan zaman_zaman, kecuari

dernokrasi terpimpin yang clirnulai dan diakhiri dalarn keadaan surut. Sedangrar

I
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pada p€nnttlaan zantan lain (penjajahan Belanrla, denrokrasi parlenrenter dan orde

bam) ia pasang kemudian surut.l

Persoalan nrendasar pada penrerintahan saat itu adakarr bagaimana

mengatasi birolrasi yang tidak bertanggurrg jawab dan kekuasaan otoriter warisan

orde lanra yamg dianggap telah membawa kemerosotan yalg sangat parah bagi

ekonomi ralqyaf Ada dua macam krisis yang melanda pemenntah diawal orde

baru- Pertama, krisis dibidang ekonomi, terjadi kemrosotan dan stagnasi.3 Bahkan

pada tahun 1966 laju inflasi menjapai 650o/,0. Kedua krisis dibidirng politik,

terjadiil ketidak stabilail karean perteiltailgan antar kelompok-kelompok politik

dua permasalahan ,Jiatas, ,Jibidang ekonomi,

pemerintah Indonesia mengadakan sejurnrah tindakan mtuk mengatasi parahnya

perekrmomian nasionar, terutama meralui pinjanan utang ruar negeri. Altematif

ini dipilih, agakn-va pernerintah orda bam tirJak melihat cara lain untuk nrengatasi

kebobrokan ekonomi warisan or,le rama kecuari ,Jangan jaran pinjaman dari

negara-negara barat yang secara ekonorni rnaju. Sernantara daiarn bidang politik

yang mendukung pembangunan ekonomi.a

dalan nrasyarakat.

Untuli mencai solusi

' Tebba Sudirman, rsram onre nonr penbahan poritik dan Keagantcun ca I _ yogyakut4Tiara Wacana Jogy4 1993, 4- M' Syafi'l Anwar, Pemikiran <Jan aki Islant Inelonesia. sebtah ktjian ytlittk tentanllcenciekiavan muslin ()rde flant,paramadin4 Jakarta 1995, l7

Jakartq,f;, t;f'' 
Aztz rhoba, ve ntuii ian Negant clalatrr Prlirik orciu lJanr,cema Insani pres,

t Ibiri.,t86.
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J

Selain langkah di atas, upaya pemerintah orde Baru adalah menggunakan

birokrasi sebagai "Prima Mobile- atau penggerak utama program modernisasi dan

pembangunan. Untuk diupayakan rangkah-langkah ke arah ekonomi. 
j 

:

l' Mengalihkan wewenang pemerintah ke tingkat. Birokrasi rang febih tinggi,

yakni pemusatan proses pembuatan kebr.lakan pemerintah.

2 membuat birokrasi eftktrf dan tanggap pada pemerintah pimpinan pusat.

3. memperluas wewenang pemerintah dan mengendalikan daerah-daerah.

Ketiga langkah di atas telah menciptakan birokrasi Orde Baru yang kuat

dan berporos pada eratnya hubungan ABRI dan teknokat (sipil). Tetapi hubungan

yang erat antara ABRI dan teknokrat telah melebarkan fungsi birokrasi Orde Baru

sebagai mesin politik (political machine) untuk menata kehidupan sosial politik

masyarakat.6

Gagalnya rezim orde Lama daram membangun masyarakat membawa

catatan sejarah tersendiri bagi rezim orde Baru untuk dr.yadikan pengalaman agar

keterbelakangan daram segara aspek kehidupan tidak ter.ladi pada masa orde

Baru' oleh karena itu salah satu alternatif yang digulirkan oleh pemerintah orde

baru dalam rangka memciptakan pembangunan yang dicita-citakan adarah

modernisasi.T

Harapan pemerintah saat itu, agar kebijakan (polrc.v.) yanu digulirkan

mendapat dukungan dari rakyat dan negara Barat sebaqai negara donor.

t thitl.,tg
6 Syari'l Anwar, l)emikirqn dctn Ak;;i ...,lg
' Ibid...24
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4

Menariknya, harapan pemerintah saat itu tenvulud karena memperoleh dukungan

dari ABRI dan teknokrat (sipil), bahkan kalangan intelektual modernis sekuler

ikut mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Di lain pihak, persoalan modernisasi adalah hal baru di kalangan Islam.

Mereka berkeyakinan bahrva modernisasi adalah ideologi yang secara tcrang-

terangan berkiblat pada Barat. proses modernisasi pembangunan yang

berlangsung selama ini, disatu pihak telah mendorong peningkatan kecerdasan

umat secara rata-rata dan di pihak lain timbul peranan dalam masyarakat.

Perkembangan ini membarva perseseran dan pemikiran ideologis seperti cita-cita

negara (lslam) yang ideal kepada gagasan sistematik yang rasional.s

Di kalangan angkatan tua gorongan modernis terutama yang pernah

menjadi fungsionaris dalam kepengurusan Masyumi lebih menekankan repolitasi

Islam sebagai upava menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah dengan

mendesak pemerintah orde Baru merehabilitasi Masyumi.e Sedangkan kelompok

yang lebih muda yang berada di luar kepengurusan Masyumi, cenderung

memperjuangkan rehabilitasi material. Artinya lebih tertarik untuk aktif

berkecimpung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik orde Baru. Bagi mereka

ini, persoalan yang terpenting adalah mempersiapkan infiastruktur kegiatan

politik umat Islam serta membina struktur basis yang diperlukan untuk

mendukung sistem politik yang demokratis.

* 
Tebba, Sudirman, 5

'Syaf i Anwar. 2-S
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5

Di lain pihak, terbentuknya rvadah-rvadah Islam seperti Nahdhatul Ulama

(NU), Persatuan Tarbiyah [slamiah (Perti), Persatuan Syarikat Islam Indonesia

(PSII) tidak lagi mencerminkan aspirasi umat Islam secara keseluruhan, namun

lebih berjuang demi kelompoknya.

Memasuki pemilu pertama Orde Baru pada tahun l97l lumlah suara yang

diperoleh oleh partai Islam 29 o , dengan rincian NU 18,67 o/0, Parmusi 7,36 o/o,

PSII 2,39 o/o, dan Perti 0,70 %. Jumlah suara ini merosot jauh jika dibandingkan

dengan pemilu 1955, yang memperoleh suara keseluruhan 45,2 o/r.to

Memasuki pemilu kedua orde Baru tahun 19.77, partai-partai Islam

melebur ke dalam satu partai yang bemama Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

yang mengadakan peleburan partai pada tahun 1973, dengan alasan

penyederhanaan partai sehingga mampu memperrnudah kampanye. Jumlah suara

yang diperoleh PPP saat itu adalah 29,2o/o sedangkan GOLKAR 62,lloh dan pDI

8,6oh tt 
.

Memasuki era 80-an, kondisi partai Islam dihadapka,t pada sebuah dilema

yakni tetap memilih ideologi Islarn yane berarti akan kehilangan satu-satunya

partai Islam, karena pemerinttah akan membubarkan oKp dan pARpoL yang

menggunakan azas pancasila atau memilih ideologi Pancasila yang tentunya akan

kehilangan identitas sebagai partai Islam. Pada masa ini diwarnai oleh adanya

ketegangan konseptual.

l0 Drs Abdul AzizThaba. l.slam tlcot Neguru .,216
" Abdrl Munir Mulkhan, Perttbcthctn l'erilerkrr polirik tlun l,olcttisctsi [lmct l.rlamlg66-tgg7

Dalom Perfektrf Sosioligi:;, - Cet. l.- Jakarta. Rajawali, lgg9. 126.
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6

Karena dihadapkan pada kondisi .v-ang dernikian. mau tidak mau ppp

harus menerima kenyataan, menerima Pancasila sebagai azds, harus pula

kehilangan identitas. Lebih-lebih setelah datam Muktamar NU ke 27 di

Situbondo, NU secara terang-terangan keluar dari unsur PPP. Artinya secara

organisatoris NU tidak terikat den-san partai manapun. sehingga hal ini amat

memberatkan bagl PPP setelah kehilangan basis terbesamya. Dampak dari

fenomena di atas, semakin menurunnya perolehan suara ppp, baik pada pemilu

1982 dengan suara 27,78oh maupun pemilu tahun 1987 dengan 15,97o/o suara.''

Fenomena di atas menandakan. bahrva kalau dulu ( sebelum menerima

Pancasila sebagai azas tung-sal) PPP adalah satu-satunya wadah aspiratif umat

Islam, namun setelah berlakunva azas tunggal. identitas PPP sudah tidak tampak

lagi, sebab semua parpol memiliki satu azas )'ang sama yaitu Pancasila. Artinya

semua partai harus terbuka menerima semua golongan.

B. RUMIISAJY }IASALAH

l. Bagaimana aspirasi politik umat Islam pada masa orde Baru ? ..

2. Bagaimana aspirasi politik umat Islam pada masa Reformasi ?

3- Bagaimana peran dan kedudukan politik umat isiam pada masa Orde Baru dan

Refbrmasi?

'' Abdul Munir Mulkhan- Perubcthcir Perilakt Politik ckut lrrtliri.stt;;i Iinrut Islun, Rajawali
Jakarta, 1998, li6.
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C. PENEGASA\ ISTILAH

Aspirasi Poiitik

Umat lsiam

Orde Baru

Reibnnasi .

Kehendak atau keinginan yang keras untuk menr3apatkan dan

sebagai cara atau kebijaksanaanuntuk mencapai tujuan

tertentu.!-'

: Para penganut agama Islam atau penganut Nabi ivluhammad

sAw. 14

: Sistem (Pemerintahan dan sebagainya) peraturan

(Pemerintahan) susunan angkatan, masa pemerintahan <ii

lndonesia sejak tanggal I I Maret I966,'t

Perubahan untuk memperbaiki rnasalah-masalah sosial, politik

atau agama yang terjadi dalam suatu mas_varakat atau

neqaaa.'o

D. ALASAN }IE}IILIH JT,DU L

ivleski dmat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas, nyatanya patla

masa Crde Baru umat Islam tidak bisa maksimal menyalurkan aspirasinya

secara politrk Peran-peran politiknya dilokalisir sedemikian sempit, sehingga

terrnarjinalkan secara politik maupun secara ekonomi. Atas dasar itu, maka

keterbelakangan urnat Islam berkait erat dengan kebiiakan pemerintahan Orcle

r:' \{arbun B N Arrrzr.i l'olitik cet I Pustaka Sinar Harapan Jakarta- 1996. 52
'' Dekdikbud. Kunttr.t {inun Raheryt lru*nesia. Balai pustaka. d49.
" rhirl
rt'\,larbunB \.549
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8

Baru. Maka dipandang penting iudul ini diangkat untuk diketahui supa,v-a

menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. kran kebebasan mulai

terbuka lebar, sehingga umat Islam mengalami Euphoria Demokrasi. Mereka

kemudian beramai-ramai membentuk partai-partai politik untuk mendapatkan

kekuasaan. Posisi umat Islam saat ini agaknya telah mengalami kemajuan

tidak seperti pada Orde Baru, realitasnya saat ini umat Islam banvak berada di

lingkaran kekuasaan.

3. Ingin mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan politik umat Islam pada

masa pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi.

E. TUJUAN PENTILISAN

l. Untuk mengetahui bagaimana aspirasi politik umat Islam pada masa

pemerintahan Orde Baru.

2. Ingin mengetahui sejauh mana peran politik umat lslam dalam konstalasi

politik [ndonesia di masa Reformasi.

3' Untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan umat Islam pada masa

Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.

T. ICAJIAN PUSTAKA

Penulisan skripsi ini termasuk kajian pustaka vaitu meneliti beberapa

literatur yang relevan den-ean ludul skripsi ini Dari berbagai data _vang diteliti

I
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9

kemudian dranalisis secara logis untuk menarik sebuah kesimpulan literatur yang

diteliti antara lain

M. S_vati'i Anrvar, Pemikiran dan Aksi Islam lndonesiu, Sebuah Kalian Politik

tentot'tg Cendekiawan Juluslim Orcle Boru, isinya mengupas tentang peran

politik ICMI pada masa pcmerintahan Orde Baru.

Abdul Aziz Thoba,lslam dan Negara rlalam Politik Orde Baru, Gema Insani

Press, isinya menjelaskan tentang keterkaitan negara dan Islam cialam politik.

Baqaimana posisi Islam dan bagaimana posisi negara pada masa

pemerintahan Orde Baru.

M. Darvam Raharjo, Intelektttal, intelegensia dan I'rilcku Politik Bangsa,

llisalah cendektawan Muslim. Isinya menjelaskan tentang resepsi

Cendekiawan Muslim tentang perubahan sosial dan dakwah.

Dari literatur, Tulisan Koran, Majalah, serta makalah-makalah yang ada

kaitanya dengan tulisan kami buat.

G. ilIETODE DAN SISTEilIATIKA PENIBAIIASAN

l. Metodologi Pembahasan

Metode Historis yaitu penyelidikan yang kritis terhadap keadaan_ke adaan

perkembangan serta pengalaman masa lampau dan menimbang secara

cukup teliti dari sumber tersebut.

a

a

a

a.
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b. Metode Disknptif Analitik yaitu Mempela.yan masalah-masalatr dalam

masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan tentang

hubungan kegiatan, sikapsikap pandanuan dan pengaruh-penearuh dari

suatu t-enomena.

2. Sumber data yang dikumpulkan

a. Data primer:

- M. Syafi'I Anwar, Pemikiran dan aksi Islam Indonesia, sebuah kajian

politik tentang cendekiawan muslim Orde Bctru, Paramadina, Jakarta

1 995.

- Drs. Abdul Aziz Thoba, MA. rslam dan Negara dalam politik orde

Raru, Gema Insani pres, Jakarta,1996.

- Darvam Raharjo, Islam dan Modenisasi. C.atatan otas paham

Sekuleri^sal;i Nurcholis Mctjid kata pengantar untuk buku Nurcholi,sh

Majid, Islam Kemoderenan dan ke Indonesiaan,Mizan, Bnsung, 1994.

- M. Dawam Raharjo, Intelektual, intelegen.sia tlan Perilaku politik

Rang.;a, l?i';aluh cendekiawan lvlusl im,Mizan Bandung, I 993.

b. Data Sekunder

Ali dan Bahtiar Efendi, Merabah Jalan Baru Islam, MizanBandung,

I 986.

Trisno Yorvono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia praktis, Arkola,

Surabaya,1994.
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Depdikbud, Kamus Umum Bhasa Indonesia, Balai Pustaka.1994

M. Nazir, Ph.D, Methode Penelitian Ghalis lndonesia, Cet, III,l988.

3. Analisis Data

Penulisan skripsi ini, dalam pembahasan penulisan menggunakan

Deskriptif Analitis, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masarakat,

serta tata cara yang berlaku dalam masarakat serta situasi tertenfu, tennasuk

tentang hubungan kegiatan, sikapsikap, pandangan dan pengaruh-pengaruh

dari suatu fenomena. Kemudian di analisa untuk mengadakan interpretasi

vang lebih dalam tentang habungan mereka. Dan memakai Metode Historis,

yaitu peny'elidikan yang kritis terhadap keadaan- keadaan, perkembangan serta

pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dari sumber

sejarah tersebut. Dalam skripsi ini penelitiannya bersifat riset kepustakaan

(library Research) atau Dokumentasi, yakni suatu penelitian yang meneliti

dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang

dibahas dalam skripsi ini.

S i stematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasanya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

4

C. Penegasan Judul
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D. Alasan Memilih Judul

E. Tujuan Penulisan

F. Kajian Pustaka

G. rlletode dan Sistematika Pembahasan.

BAB II PARTAI POLITIK ISLANI DALANI KONSTALASI

POLITIK ORDE BARU

A. Sekilas Tentang Brde Baru

B. Sikap lJmat Islam Terhadap Kebijakan Orde Baru

C. Peleburan Partai Politik Islam

D. PPP dan Aspirasi Umat Islam

E. Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-satunya asas PPP

dan Implikasin.va

BAB III : PARTAI ISLAM DALAM KONSTALASI POLITIK ERA

REFOR-VIASI

A. Liberalisasi Politik Era Reformasi

B. Partai Islam Era Reformasi

C. Aspirasi Politik Islam

BAB IV : KOMPARASI PERAN DAN KEDT]DI-IKAN PAR AI

ISLAM ORDE BARI.J DAN ERA REFORMASI

A. Peran dan Kedudukan Partai Islam Nlasa Orde Baru
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BAB V

Daftar Pustaka

l3

B. Peran dan Kedudukan Partai Islam Era Reformasi

C. Komparasi Peran dan Kedudukan Partai Islam Orde

Baru dan Era Reformasi

KESIMPULAN DAN SAR{N-SAR{N

A. Kesimpulan

B. Saran-saran
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BAB II

PARTAI POLITIK ISLA]II DALA]U KONSTALASI

POLITIK ORDE BARU

A. SEKILAS TENTANG ORDE BARU

secara politis, tumbangnya gerakan yang menarnakan dirinya G 30 SPKI
pada tan-ugal 30 September adarah arvar mmcrilnya orde Bau. serarjutnya

dengan dikeluarkannya Surat Perintah sebelas iviaret iSupersernar) sekaligus

pengangkatan Jen&al Soeharto menjadi pejabat presiden tahun 1g6i dan

tnettjabat presiden Republik fuidonesia tahun 1968, rnenanrlai suruulya dua

kekuatan politik Lfiarna dalam p€ntas perpolitikan Nasional, -,-aitu Soekamo dan

PKI.

Gagalnya gerakan G 30 SPKI melakukan aksi rnakar berdarnpak sosial

politik y'ang sangat luas, terutam a bags kelompok militer. Menjelang akhir tahun

1965 dan awai-awal tahun 1966 merupakan masa-rnasa yang sangat kritis bagr

kehidupan politik bangsa Indonesia daram kondisi yang sedernikian. baik parpor

darl kelonrpok sosial keagarttaan lainnya tirlak rnarnpu bertuat ba,yak akibat

tekanan orde Larna- Hany'a ABRI sebagai (;enirai of' r,riu,er y.ang bisa

berkehendali apa saja, namun kesempatan ini ti,Jak ,limanfaatkan oreh ABRI

14t+
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untuk merombak pemerintahan militer. Akan tetapi t'ang dilakukan justru

mengajak kaum teknokrat untuk menata perekonomian nasional.l

Selain dampak-dampak di atas, yang dirasakan oleh rakvat banvak adalah.

pertama, adanya kekacauan dan konflik dalam masvarakat akibat adanya

rangkaian krisis politik yang tidak pernah selesai sejak tahun 1965. Keduct krisis

bidang ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi, laju intlasi mencapai 650 yo,2

neraca pembavaran luar negeri yang sama sekali tidak berimbang dan devisa

negara yang kosong.

Kelahiran Orde Baru selain berupaya memecahkan kesenjangan Ci atas,

juga berupaya meluruskan dan mengoreksi upaya tindakan penvelervenuan

terhadap Pancasila dan UUD 45, serta menerapkannya secara mumi dan

konsekuen, sebagaimana yang dimaksud oleh Amir Mahmud bahwa Orde Baru

pada hakikatnya adalah, pertamo, suatu Orde yang meiupakan tatanan seluruh

kehidupan rakyat, bengsa dan negara yang diletakkan kembali kepada kemurnian

pelaksanaan Pancasila dan UUD 45. Kedua, koreksi total atas penvelervengan

yang terjadi pada masa sebelumnya. Ketigu, suatu proses sosial yang panjang,

sebab penyeleu'engan yang terjadi pada masa lampau berjalan bertahun-tahun

sehingga menyentuh hampir seluruh segi kehidupan bangsa Indonesia. Keempat,

perubahan sikap mental yang menciahulukan kepentingan bersama dari pada

tDrs.Abd Az\zThaba, IslandqnNegaradalttmPolitik()rdeRuru..Gemalnsani Press. 1996,

' lhid..186.
r85
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kepentingan pribadi atau golongan dan vang memerlukan sikap dan pola kerya

yang berorientasi pada program. Jadi perjuangan orde baru ialah menyusun

kembali kekuatan bangsa dan menentukan cara-cara yang repat untuk

menumbuhkan stabilitas jangka panjang, mempercepat proses pembangunan bagi

bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD -15 vang merupakan landasan

ideal dan konstitusional.

Proses perubahan dari Orde Lama ke Orde Oaru merupakan dua masa

yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Orde Lama dan Orde Baru dengan cara dan

polanya sendiri telah memberi sumbangan besar kepada usaha penumbuhan dan

pengembangn bangsa Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka Orde Lama dapat

dinilai sebagai masa persiapan dan pengalaman,vang akhirnya mengantarkan kita

kepada konklusi tentang perlunya menempuh jalan Orde Baru.

B. SIKAP UN{AT ISLAM TERIIADAP KEBIJAKAIi ORDE BARU.

Dalam dasawarsa 60-an, tema modernisasi masih terlalu awam bagi rakyat

Indonesia pada umumnya, bahkan termasuk hal baru di kalangan umat Islam. Hal

tersebut bila dibandingkan dengan negara Asia lain vang sudah lama menerapkan

sistem modernisasi, Indonesia termasuk penumpang gerbong terakhir yang

mengadoosi teori Barat tersebut.

Kebijakan (l)olicv) yang diambil oleh pemerintah tersebut, pada dasarnya

untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi polrtrk rakvat. selain dimaksudkan
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sebagai upaya menarik dukungan negara-ne,qara Barat atau int'estor asing untuk

bisa memberikan bantuan bagr pelaksanaan pembangunan di awal Orde Baru.

Akan tetapi, kebijakan yang diambil pemenntah tersebut menjadi

persoalan tersendiri bag, umat Islam. Sebab mereka berkeyakinan bahwa

modernisasi adalah isu yang sengaja digulirkan oleh negara-negara Barat tak lain

adalah Paham Westemisasi. Menghadapi masalah ini umat Islam dihadapkan

pada dua pilihan. Pertama, ikut berparrisipasi atau mendukung kebijakan rezim

Orde Baru yang berarti mendukung modemisasi yang nyata-nyata berkiblat pada

Barat. Keduo, menolak dengan konsekuensi kehilangan kesemDatan untuk

berpartisipasi secara aktif dalam program pembangunan yang sudah mendapat

dukungan luas dari berbagai pihak termasuk pihak di luar Islam.r

Dilema tersebut menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam dalam

menanggapi modemisasi yang secara garis besarnya dikemukakan dalam

beberapa pola. Pertama, pola apologi, namun diikuti dengan usaha penyesuaian

diri dan adaptasi terhadap proses nrodernisas i. Kedua, juga melakukan apologi

terhadap ajaran-ajaran Islam, tapi menolak modernisasi yang dinilai sebagai

westernisasi dan sekularisasi. Ketigu, adalah pola tanggapan yang kreatif dengan

menempuh jalan dialogis yang mengutamakan pendekatan intelektual dalam

menanggapi modernisasi.

' Ibirt., t88 - 189
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Di kalangan angkatan tua golongan modernis, terutama yang pernah

menjadi tungsionaris dalam kepengurusan Masyumi, lebih menekankan

repolitisasi Islam sebaga.i upa,va menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah

dengan mendesak pemerintahan Orde Baru merehabilitasi Masyumi. Sedangkan

kelompok yang lebih muda yang berada di luar kepengurusan Masyumi,

cenderung memperjuangkan rehabilitas material, artinya yang lebih tertarik untuk

aktif berkecimpung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik Orde Baru. Bagi

mereka ini, persoalan yang terpenting adalah mempersiapkan infrastrultur

kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk

mendukung sistim politik yang demoktratis.

Perbedaan pandangan mengenai partisipasi politik umat Islam di Era Orde

Baru antara kelompok senior dan kelompok yunior, menjadikan dua model

perjuanagn umat Islam saat itu. Disatu sisi, kelompok senior memandang

rehabilitasi dan repolitisasi Islam sebagai hal yang sangat ur'gen. Sementar4

kelompok muda lebih berfikir tentang jangka panjang. Mereka lebih tertarik

dalam kegiatan membangun masvarakat dan bergerak dalam bidang pemikiran

dari pada te{un langsung ke arena politik atau masuk birokrasi.

Namun demikian, usaha-usaha merehabilitasi Masyumi tersebut, diawal-

awal Orde Baru itu tampaknva terus bergulir dan bahkan mendapat dukungan

kuat dari simpatisannya. Usaha ini cukup membawa hasil, di antaranya dengan

berdirin;-a Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) tanggal 16 Desember 1965
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yang mempersatukan 16 organisasi Islam dengan tujuan pokok rehabilitasi

Masyumi.a

Usaha untuk merehabilitasi Masyumi didhsarkan pada pandangan bahwa

bubamya Masyumi merupakan bagran dari gerakan politik PKI. Selain itu, umat

Islam dan pernerintah telah berhasil menumpai pemberontakan PKI. Untuk itu

umat Islam beranggapan bahwa rehabilitasi Masyumi merupakan konsekuensi

logis sikap pemerintah terhadap bubarnya PKI itu scndiri.5 Akan tetapi, logika

tersebut tidak berlaku di kalangan pemerintah khususnya ABRI. Larangan

pemerintah ini dilandasi oleh pemikiran serta kekwatiran sikap oposan dan

pembangkangan dari Masyumi vang dapat mengakibatkan berbagai konflik

politik, khususnya mengenai dasar negara yang dapat merugikan dan

menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Bagi pemerintah, bukan

masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan ideologi, peranan partai-partai

politikl dan lain sebagainya yang bercorak ideologis politrs. Kekwatiran akan

semakin menguatnya militansi Islam ini menjadi agenda utama pembicaraan para

elit politik orde baru. Trauma masa lalu, "Pembangkangan" tokoh-tokoh Islam

dan isu negara Islam menghantui benak para pengambil keputusan.

Lebih jauh lagi, setelah munculnya "Pernyataan Desember ABRI"

tertanggal 2l Desember 1966 yang ditunjukkan pada Soekarno untuk mencegah

t \{. Da*am Rahardjo. lntelekaal, lrttclegertsia dan Perilakrt BanS1.vr, Risalah Cendekiawan

\{uslim. \{izan Bandung. 1993. 381 - 382
5 \,1 Syaf i Anwar, Pemikiran tlan Ak.si l.slum lntknte.sia. Sehudh Kaiiun Politik '['enlcutl1

Cendikicrwqn Muslim Orde BanL Yayasan Paramidana Jakarta 1995.27
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kegiatannya lebih lanlut. Akan tetapi, kenyataan ini luga menekankan bahwa

"militer akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun dari pihak manapun

dan golongan apapun yang menyimpang dari Pancasila dan UIJD 1945 seperti

yang telah dilakukan oleh pemberontakan partai komunis di Madiun, Darul

Islam... dan Masyumi - Partai Sosialis Indonesia...'{

Berkenaan dengan pemyataan di atas, Prawoto (Mantan ketua umum

Masyumi) mengirimkan surat kepada ketua Presidium Kabinet Jendral Soeharto,

yang intinya merasa keberatan atas pernyataan bahwa Masyumi disenafaskan

dengan PKI. Surat dari Prawoto ini mendapat tanggapan dari Jendral Soeharto

tanggal 6 Januari 1967, mengenai keberatan merehabilitasi Masyumi. Atas alasan-

alasan ketatanegaraan dan psikologi telah membawa ABRI pada satu pendirian,

bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi.T

Upaya umat Islam saat itu untuk merehabilitasi Masyumi ternyata

mendapatkan hambatan yang cukup berarti dari pemerintah. Apalagi secara jelas

pemerintah menolak upaya tersebut. Sebagai pengganti dari Masyumi, melalui

Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM), akhirnya tanggal 7 April 1957

berdinlah Partai Muslim Indonesia (PARMUSI).

Adapun pertimbangan politis pemerintah mendirikan Parmusi adalah :

l. Menjadi wadah politik resmi bagi muslim modernis,

u Abdul l\{unir l\{ulkh an, }hnruhny'u ltlikx ]\ilirik kuilri, Sipers. Yog-akarta. lggl,, 35

' Thaba.. 246 - 247.

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



21

2. Menyeimbangkan komposisi kekuatan partai politik.s

Tokoh-tokoh Masyumi saat itu menaruh harapan besar terhadap Parmusi,

sebab partai ini akan menjadi partai )ang representatif bagi umat Islarn dan

diharapkan nantinya orang-orang Masyumi akan menduduki kepengurusan di

dalamnya. Akan tetapi, pemerintah mengambil kebrjakan lain, bahrva Parmusi

tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi. Ini artinya, tokoh-tokoh lvfasyumi

tidak diperkenankan menduduki kepengurusan Parmusi.

Melalui SK Presiden No. 70, pemerintah mengangkat Djarnawi Kusumo

dan Lukman Harun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral

Parmusi. Akan tetapi kepemimpinan ini hanva bersifat sementara dan akan

disempurnakan setelah mengadakan Kongres di Malang. Tampilrrya dua tokoh

ini, ternyata mendapat tantangan yang kuat dan J. Naro dan Imron Kadir

(Naroka). Kedua tokoh yang disebut belakangan ini, mempunyai kedekatan dan

hubungan yang erat dengan pemerintah. Kedua tokoh ini yang akomodatif

Djamarvi dan Lukman Harun demgan alasan bahwa pemimpin Parmusi ini

memusuhi ABRI dan akan menyusun personalia kepengurusan sendiri. Manuver

politik Naroka ini akhirnya memicu konflik internal. Untuk meredam konflik

tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk mengang\at HMS. Mintaradia

dari Muhammadiyah untuk meniadi Ketua Umum. Persoalan tidak selesai begitu

saja, sebab pada kepemimpinan Mintaradja pun, banyak menyinghrkan Djarnarvi

t DR. A Syafi'l N,la'aril l.slam, tLu Politik. 'l'eori llelah Runtbu ,\'lctsa l.)emt*rosi 'l'erltintpin
(1959 - 1965). Gema Insani Pres, Jakarta 1996. 8l-82
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dan Lukman. Bahkan daftar calon pemilu yang disusun oleh Djarnawi dan

Lukman banyak dipangkas oleh LPU, dan semua mantan aktifis Masyumi

disingkirkan.e

Disebabkan oleh konflik internal inilah, persoalan di Parmusi tak kunjung

selesai. Hal ini berdampak pada kurang siapn_v-a Parmusi untuk menghadapi

pemilu 1971. Pada pemilu perdana ini Parmusi hanya mampu di urutan ketiga dan

NU, dengan perolehan7,365 o/o suara.

Setelah pemilu 1971, seiring dengan terbentuknya sistem kepartaian yang

hegemonik, pemerintah mulai melancarkan kontrol militer dengan melakukan

penetrasi dalam semua bidang dengan tujuan status quo dan memperlemah

kekuatan-kekuatan yang dapat megimbangi pemerintah.

C. PELEBURAN PARTAI POLITIK ISLA}I

Sebagaimana dijelaskan kerangka struktur politik pemerintah

menghendaki penyederhanaan partai. Berdasarkan konsep tersebut, maka pada

tahun 1973 seluruh partai Islam melakukan fusi ke dalam PPP. Hal tersebut

memperoleh kekuatan hukum setelah disahkannya UU. No. 3 I 73.r0

Gagasan penyederhanaan ini diarvali dengan pengelompoan partai dalam

perlemen. Pemerintah menyarankan pembentukan berdasarkan dua kelompok.

Yaitu:

' thaba.. 247 - 248
ro Mulkhan.. 126
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l. Kelornpok Matenil - Spiritual. terdiri atas partai-partai yan_q menekankan

pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spirituil, terdiri atas pNI,

MURBA, IPKI, Partai Katolik dan parkondo.

2. Kelompok Spirituil - Materiil, menekankan pembangunan spirituil tanpa

mengabaikan aspek materiil, terdiri atas, NU, parmusi- pSIt, dan perti. il

Fusi Partai Politik tersebut mempunyai dua makna :

l. Sebagai akhir sejarah panjang peranan parpol-parpol Islam.

2. Sebaeai awal persatuan parpol-parpol Islam.'l

Sejarah Iahirnya ppp tidaklah sederhana. Nahdlatul ulama' yang

merupakan partai terbesar, pada awalnya kurang sependapat dengan adanya fusi

walaupun pada akhirnva nyaris tanpa keributan intern NU sendin. Sementara di

tubuh PSII, muncurnya fusi yang mengakibatkan regenerasi daram tubuh pSII

yang pada akhirnya menyutujui adanya fusi. Tapi lain hal bagi parmusi dan perti

yang sejak arval menjadi motor terlaksananya frrsi.

Para pendiri PPP sebagai satu-satunv a partai Islam di Indonesia amat

bergairah dan optimis tentang masa depan ppp, seterah sedih merihat hasir yang
dicapai partai-partai Isram pada pemiru seberumnya. waraupun, proses
penyaruran aspirasi ini sering terjadi konflik antaraunsur-unsu r yangada daram
PPP khususnya antara Nahdlatu Ulama, dan parmusi.

" Thaba. 23-5
t2 Ihid..2s5
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Kesamaan identitas (lslam) dari parpol Islam, bukanlah satu jaminan

adanya satu keriasama ataupun satu persepsi dalam tubuh partai politik PPP. Hal

ini disebabkan- masing-masirlg partar Islam vang telah melebur tersebut akan

memperiuangkan kelompoknya untuk memperoleh jumlah suara yang besar,

sehingga dapat menempatkan wakil-rvakilnya yang duduk di legrslatif lebih

banyak.

Nampaknya, terjadinya fusi partai-partai Islam dalam Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) ada vang memandang sebagai suatu kemudahan bagi

kelompok lain untuk mengontrol partai tersebut, tetapi ada juga yang menganggap

suatu ancaman. Berikut ada beberapa pandangan dari berbagai kalangan yang

mencoba vang menyikapi adanya peleburan partai Islam.

Di tubuh Militer, ada tiga kelompok yang memandang secara berbeda

mengenai fusi. Kelompok pertama menyarankan kepada pemerintah agar partai-

partai Islam jangan disatukan dalam satu partai, karena dikwatirkan suatu hari

akan balik memukul dan akan menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI. Untuk itu

supava dibiarkan partai-partai Islam terbagi seperti sebelum fusi. Paiing jauh

mereka disatukan dalam satu f-ederasi yang longgar. Dengan demikran kekuatan

Islam tidak akan menjadi kekuatan vang berarti dan akan tetap lemah. Sementara,

itelompok kedua, memandang sebaliknva. Sebaiknya partai Islam disatukan

dalam satu r,vadah, difusikan dalam satu pengelompokan. Dengan berlungsinya

partai-partai Islam. maka kekuatan Islam akan lebih rnudah dikontrol dan mudah

dikuasai. Kelompok ketiga berpendapat bahwa, partai-partai Islam diberi tempat
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vang wajar saja. Dibiarkan berkembang secara alami tetapi.diberikan pengarahan

untuk mewujudlian persatuan. Dari tiga kelompok justm kekuatan Islam harus

dimanf-aatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan,

Terlepas dari berbagai pandangan dan tanggapan masyarakat luas, adanya

peleburan partai-partai Islam justru menimbulkan konflik vang berkepanjangan

antara NU dan Parmusi (MI) sebagaimana yang telah saya singgung diawal.

Konflik berkepanjangan tersebut berawal dari pembagian jatah kursi

kepengurusan bagr wakrl-rvakilnya di legislatif. Nahdlatul Ulama' merupakan

partai terbesar Islam sebelum fusi, sudah seharusnya mendapat jatah paling besar

dibanciing partai Islam yang lain. Ini tentu logis, sebab diduftung oleh suara masa

yang besar pula.

Sementara Parmusi (MI) menempatkan kelompoknya sebagai penerus

partai Parmusi- maka sudah serva.;arnya jika Parmusi menentukan keberadaan

PPP. Selain itu, Parmusi .luga didukung kedekatan para t-ungsionarisnya dengan

pemerintah. Justm denga,r kedekatan inilah, muatan-muatan ppp akan lebih

berarti pada saat pengambilan keputusan.

Jelasnya baik Nahdlatul Ulama' maupun parmusi (MI) merupakan unsur

yang palrng dominan dalam ppp. NU mempunyai basis masa tetapi pemimpinnya

kurang memilki keunggulan intelektualitas. Sebaliknya Muslimin Indonesia
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mempunyai kualitas intelektual yang tinggi. tetapi memiliki kemampuan lobiying

dengan pemerintah.l3

D. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN ASPIR,{SI UMAT ISLAM

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki potensi

untuk menyukseskan pembangunan nasional, sebagai unsur legitimasi sistem

politik dan sumber dukungn <ialam setiap pemilu. Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) yang merupakan peleburan partai-partai Islam, suCah sewajarnya

merangkul potensi tersebut dan berusaha untuk tidak melepaskannya. Secara

historis, PPP tidak terlepas dari umat lslam Indonesia yang menjadi mayoritas

rakvatnya. Ikatan historis ini, tidaklah mudah untuk dilepaskan sekalipun sudah

ada ide untuk melepaskannya dan memperluas basis partai itu kepada semua

golongan masyarakat Indonesia. Sebab secara riil PPP sudah dicap sebagai

partainya umat Islam, sekalipun pendukungnya sebagian kecil umat.ra

Dalam konteks inilah agama lslam berperan secara signifikan :

l. Ia telah memberikan landasan identifikasi diri bagi ppp.

2. Ia telah pula berlungsi sebagai tema sentral perjuangan ppp.

3. Dalam masa pemilu ia hukan saja berfungsi sebagai pengrkat masa secara

keagamaan, tetapi telah juga menjadi alat untuk memberikan legitimasi

keagamaan bagi kemenangan PPP.

'3 Thaba, 237 - 23g.

'' Arbi Sanit, Pqrtai Pemifu dan [)emokrasi, pustaka pelajar yogyakart4 1997, 25
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Kemudian, apa peran PPP terhadap umat Islam yang merupakan basis

terbesar dan PPP ?. Sebab ketika sudah mengklaim dirinya sebagai partai Islam,

tentu sudah sewajarnya dapat menjadi wadah sekaligus penyalur aspirasi

pendukungnya.

Memasuki usianya yang kelima, PPP dihadapkan pada SU MPR 1978.

Dalam sidang umum MPR 1978 tersebut, terdapat perbedaan yang sangat alot,

khususnya di komisi B yang membahas tentang P4, di mana di dalamnya

memuat tentang aliran kepercayaan dalam GBHN, sebab memberikan pengesahan

terhadap status abangan, priyai dan santri sebagaimana yang dikemukakan oleh

Cliffort Geertz. Implikasi dari dikotomi ini akan menvudutkan PPP, sebab

sebagian besar mereka beragama Islam, rvalaupun tingkat penghayatan dan

pengamalannya masih rendah. PPP beranggapan agar masalah kepercayaan ini

dihapuskan dalam GBHN dan penganutnya agar kembali ke agamanya masing-

masing.

PPP sebagai partai Islam pantas menolak draft GBHN yang diajukan oleh

komite peker_ja, sebab dalam draft itu dicanturnkan beberapa hal :

l. Menggantikan pelajaran agama dengan Pendidikan Moral Pancasila dalam

semua tingkatan sekolah umun.

2. Anggaran Belanja Negara 1973 I 1974 untuk urusan-urusan keagamaan

diturunkan dari I 226 juta menjadi 800 juta.
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3. Persoalan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari

"Agama resmi" yang kedudukannya setingkat dengan agama lainnya : Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha.r'

FPP keberatan karena dimasukkannya Aliran Kebathinan dalam GBHN

berarti pemerintah memberikan pengakuan terhadap Aliran Kebathinan tersebut.

Padahal menurut FPP, pasal 29 ayat 2 sama sekali tidak dimaksudkan untuk

mengatur Aliran Kcbathinan. 16

Usaha pemerintah untuk meredakan konflik ini adalah dengan mengganti

kata kebathinan dengan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pada akhirnva FPP menerima aliran kepercayaan dalam GBHN dengan catatan,

sebagaimana pemandangan umum tiaksi-fraksi pada sidang pleno, bahwa:

" Sekalipun FPP berpendapat bahwa mmusan tersebut belum
memadai baik bobot, derajat, maupun kualitasnya... namun
rumusan tersebut adalah hasil konsensus yang benar-benar
merupkan hasil musyawarah". i7

FPP tidak mendukung penyebaran dan pengembangan aliran kepercayaan

dan mengimbau kepada seluruh penghayatnya untuk kembali kepada ajaran

agamanya masing-masing :

"Diusahakan bimbingan dan pengawasan pertumbuhan aliran-
aliran kepercayaan ,i paham-paham keagamaan supaya dapat
kembali kepada induk asama masing-masing dan berusaha
mencegah perkembangan aliran-aliran kepercayaan yang
bertentangan dengan falsafah Pancasila serta keyakrnan agama".,8

'' Thaba , 253
tu tbirt ,2s5
" Ibirt.,255
" Ibirt. z55.
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E. PENERII}IAA.N PANCASILA SEBAGAI SATU.SATT]NYA AZAS PPP

DAN IMPLIKASINYA.

Gagasan untuk menlcragamkan azas kekuatan politik yakni Pancasila

dikemukakan oleh Presiden Soeharto tatkala berpidato di depan sidang Paripurna

DPR. Gagasan seperti ini merupakan salah satu bagian dari "paket" upaya

pemerintah untuk mewujutkan sabilitas politik yaitu dengan menghapus "azas

ciri" yang terdapat dalam kedua partai politik, selain pancasila, seperti ppp

dengan "lslam" nya atau PDI yang bercirikan " Demokrasi Indonesia,

Kebangsaan Indonesia dan Keadilan Sosial . . . ". 
Ie

Dampak dari sasaran pemerintah di atas, mau tidak mau partai - tidak

terkecuali PPP - harus menyesuaikan dengan kebijakan yang diterapkan. Dalam

kondisi demikian, banyak organisasi kemasyarakatan dan keagamaan serta partai

politik yang dihadapkan pada dilema antara ideologi yang meryadi ciri dan

identitas organisasinya dengan ideologi atas rekayasa pemerintah.

Gagasan pemerintah tersebut didasarkan atas pengalaman sejarah masa

iampau bahwa dengan sistem multi partai yang juga ditandai oleh banyak azas

dan ciri^ temyata gagal dalam membina stabilitas politik untuk membangun

pemerintah yang efektif.

Menanggapi gagasan pemerintah diatas, ada berbagai ragam pendapat.

Sebagian menaruh harapan atas penveragaman azas tunggal tersebut, sebab

re M. Rusli Karim,.2 l9
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dengan adanya kesamaan azas, sedikit banyak akan mengurangr dikotomi atau

pengkotak-kotakan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya tidak menduliung

tenvujudnya persatuan dan kesatuan. Argumen seperti ini didasarkan pada

pengalaman masa lampau, di mana terdapat bany.ak partai atau wadah yang

tentunya akan banyak pula menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan.

Sebagaian yang lain berpendapat, justru dengan adanya penyeragaman azas ini,

berarti mengingkari keberagaman yang ada daram masyarakat.

Perubahan yang besar seterah su MpR r9g3 tersebut, memaksa ppp,

mau tidak mau, dam dengan segala konsekuensinva harus menerima pancasila

sebagai ideologi barunya. Azas ini diberlakukan setelah Muktamar ppp Agustus

1984 Azas Ppp menjadi pancasila sesuai dengan Tap MpR. Kemudian DpR

membuat uU perubahan pemilu tentang penggunaan tanda-tanda gambar baru

yang mencerminkan pancasila. Akhirnya tanda gambar Ka,bah bagi ppp diganti

dengan Bintang.

Dengan penggantian gambar atau simbor ppp tersebut, terjadirah apa yang

disebut "Dekralisasi Partai Politik". Ini berarti, secara formal tidak ada lagi partai

politik yang dapat mengkraim dirinya sebagai partai poritik Isram. ppp raru

mengalami krisis identitas, karena secara formar mereka bukan ragi parpol

Islam.20

'" Thaba..236
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Perubahan ideologi dan lambang PPP tentu menrmbulkan pro dan kontra

yang cukup hangat. Ada yang menganggap itu proses de-lslamisasi politik dan

depolitisasi Islam. Tetapi ada juga yang mensgunakan istilah lebih lunak 1agi,

yaitu "deformalisme Islam" yaitu proses penanggalan bentuk-bentuk formal

Islam, tetapi substansinva tidak berubah. Bagr Ketua Umum J. Naro, pancasila

disamhut baik sebagai azas tunggal. J. Naro menuntut penegakan demokrasi

Pancasila sangat'meminta perhatian. Kemiskinan dan ketidakadilan struktural

yang ada dalam masyarakat mengharuskan kita unruk mengembangkan nilai-nilai

keadilan sosial. Den*ean Pancasila sebagai satu-satunv a azas- tidak akan

mempersempit ruang gerak bagi kehidupan beragama di kalangan masyarakat

kita. Jadi kita perlu ada kekwatiran Pancasila akan diagamakan dan agama akan di

Pancasilakan.

Akan tetapi, sejak pemerintah dengan UU No. 5 tahun l9g5 tentang

keharusan menggunakan azas tunggal bagi ormas dan orpol, berpengaruh besar

bagi perjalanan PPP, yaitu semakin berkurangnya perolehan suara pada pemilu

1987. Tetapi tanpa orang-orang yang merniliki basis massa dan terputusnya

hubungan tradisional Ppp dengan massa umat, jumrah suara yang diperoreh saat

itu adalah 15,97 % suara. Kalau pada pemilu sebelumn.v-a yakni pada tahun 1971,

1977, 1982 PPP men-ugunakan ideologi Islam dalam memobilisasi massa, akan

tetapi kali ini PPP kesulitan untuk mengangkat tema kampanve, sehingga

berdampak pada perolehan suara ),ang menurun.
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Satu lagi fenomena yang menarik adalah keluarnva NU dari unsur Ppp

setelah muk-tamar ke 27 di Situbondo mengambil kebrjakan untuk kembali ke

Khittah '26. Artinya secara organisatoris NU tidak tenkat dengan salah satu

parpol manapun. Sementara itu, anggota NU vanq secara dirugikan oleh Naro

melakukan aksi penggembosan terhadap ppp dalam pemilu l9g7 sehingga

perolehan suaranya menurun.2l Selain itu rvarga NU dipengaruhi oleh rasa

kekecewaan pada Naro dalam pemberian jabatan pengurus dan jatah kursi di

Iegislatif

Menurunnya suara yang diperoleh ppp juga dipengaruhi oleh uu No. I

tahun 1985 pasal 20 ayat 1 vang mengatakan bahrva kampanr,'e pemilu dilarang

mempersoalkan Pancasila dan uuD '45. Tema kampanye pemilu adalah program

tiaptiap Organisasi Peserta pemilu (Opp) -y-ang berhubungan dengan

pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila. Kampanye harus

ditekankan pada program ke{a organisasi peserta pemilu, bukan pada orientasi

ideologi' Peraturan pemerintah tersebut di satu pihak sancat baik bagi pendidikan

politik rakvat sekaligus mencoba mencari bentuk kampanve yang marnpu menarik

simpati rakyat, di satu sisi tidak menguntungkan bagi opp khususnya ppp, sebab

merasa kesulitan mengangkat isu kampanr,.e.

Hal inilah yang memberatkan ppp, manakala Agama (lslam) tersebut

semakin diiauhkan dari panggung politik. Denqan semakin kecilnya pengaruh

" Thaba, 217
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agama dalam politik - yang berarti semakrn terkucilnva umat lslam dalam ppp,

maka dilihat dari usaha partai untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengikut

sertakan masvarakat dalam berpolitik, telas PPP akan mengalami kesulitan dalam

menarik massanya,,iika agama harus dilepaskan sama sekali dari politik, Islam

saja yang dapat ditadikan pengikat solidaritas umat Islam, sebagai akibat dari

ketiadaan kegiatan partai di daram masyarakat.22 Dalam hubungan dengan

penyeragaman azls ini PPP-lah yang langsung merasakan akibatnya. Dan dengan

demikian pada perkembangan berikutnya tak mustahil jika Ppp pun akan semakin

terasing dari umat Islam.:''

Dan semenjak saat itu terjadi heterogenitas atau diversifikasi partisasipasi

di kalangan umat Islam dalam rangka mengeluarkan aspirasi politik, karena umat

tidak mempunyai partai yang menjadi identitas tersendiri dan yang sesuai dengan

aspirasi pendukungnya.

" Abdul Munir l\,tulkhan, 25g
21 lbitt., 258.
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BAB III

PARTAI ISLAM DALAITT KO]\STALASI

POLITIK ER\ REFORMASI

A. LIBERALISASI POLITIK ERA REFORNIASI

Runtrihnya rezim orde bam dan naiknya era reformasi 2i Mei 199g,

lndonesia nrernasuki fasc "libemrisasi poritik aw.ar,,. Lrilah fasc yang diranrjai

serba tidali pastian' Liberalisasi politik awal pasca Soeharo ditandai antara lain

oleh terjadinya redefinisi hak-hak poritik rakaat. Daftar hak yang dimasa

sebeltunnya begrtu pendek, dalam fase ini telah memancang secfia drastis. Setiap

kalttagna nlellultut kenlbali hakjuk polirihrya ,varrg selanra bertahun-tahurr

diberangus oreh orerj baru. Sebariknya, hampir tak ada karangan yang peduri

kepada kew,aj iban -kervajiban poli rik m ereka.

Dalarn kerangka itu terjadilah luapan kebebasan

dita,dai oleh naiknya kebe'basat sebagai suasana dan nrntutarr umum tlitengah

ntas}arakat' pembebasan tahanan dan narapirlana poritik adalah simbolisasinya

yang paling arvar dan paring tegas, dan yang tal< terhindminya di te,gah tase

iiberalisasi politik arval adalah teriadinya ledakan partisipasi politik.r Ini tent,nya

konsekuensi i,gis dari pengekan-sarn partisipasi poritik yang berrebihan dimasa

ortJe btrni

Kehidupan potilik

o,*,o'rihi#il;^#{;{;"tuskan Penba}run t ' Caratan potitik teet teee. pqerbit Mizan

J+
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Ledakan partisipasi politik awal liberalisasi ban,vak mengambil bentuk

hura-hura, kekerasan massa, amuk serta praktek penjarahan kolektif. Bentuk-

bentuk luapan pa(isipasi semacam ini banyak sekah te4adi di berbagai tempat di

lndonesia. Seperti yang terjadi di kalangan mahasisrva dan elite politik sebagai

bcrikut :

Pertama: Ledakan di kalangan mahasiswa yang mengalami surplus

kepercayaan diri. Setelah berhasil menjatuhkan H.M. Soeharto, hanya

gerakan pendek Februari - Mei 1998 yang berbentuk dalam

demonstrasi atau protes berbasis massa. Gerakan Februari - Mei

yang kerap disebut sebagai gerakan Reformasi gelombang pertama,

pada gelombang kedua yang diikuti dengan Reformasi, dalam bentuk

demokrasi dan protes yang tidak pernah surut sewaktu Soeharto

turun.

Kedua : Ledakan di kalangan elite politik non kampus, ledakan partisipasi

politik terjadi di dalam terbentuknya dan maraknya partai-partai

politik dan ledakan partisipasi politik serupa Juga tedadi secara

terang-terangan di kalangan umat Islam. Daram bentuk dan

persoalannya yang dimunculkan oleh ledakan partisipasi politik di

kalangan umat Islam ini, sebagai jalan masuk ke pencarian format

baru politik Islam di Era Reformasi.:

t Bakhtiar Efendi, Il.epolitctsi Potitik, Penerbit lvlizan Anggota IKAPI Bandung, 2000, 20g.
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Secara urnum, sepeninggalan Soeharto di kalangan Islam mengalami

Iedakan partisipasi yang luar biasa drastis. Di antara 123 Partai politik telah

terbentuk hingga minggu ketiga Desember 1998, ada hampir 20 parpol yang

memakai label Islam, yang delapan di antaranya mernakai Islam sebagai asas

termasuk PPP yang dalam Muhamarnya belum lama ini kembali ke khittah pro

asas tunggal. Selain itu ada sekitar 30 parpol yang dengan tegas menjadikan

komunitas muslim sebagai basis atau target massanya.

Memasuki liberalisme politik. Politik Islam dituntut untuk mewujudkan

prinsippnnsup politik seperti yang telah digariskan oleh diktum Islam itu sendiri

yaitu menciptakan cita-cita politik Islam yang sering digambarkan sebagai

"Baldatun lovihatun wa robhun ghafur" (negara makmur dan diridloi Tuhan).

Maka ini harus dipahami sebagai negara yang berkeadilan. Bebas dari

penindasan, KKN, dan lain-lain. Amar ma'ruf nahi munkar harus di

reaktualisasikan sebagai pengendara serta pengakuan hak-hak rakyat, dan nahi

munkar diartikan sebaeai pembebasan dan emanisasi bagi kalanean tertindas.3

Ledakan partisipasi di kalangan lslam juga terjadi dalam bentuk yang

tidak permanen semacam pembentukan partai, tetapi dalam bentuk forum atau

aksi insidental seperti . Pelaksanaan Aper Akbar Umat Islam, Kongres umat

Islam II ( KUI II) yang diadakan sepekan sebelum sidang istimewa MpR

(November 1998) fbrum semacam ini bertempat dalam berbagai bentuk seperti

t Bakhtiar Ef'endi . 228
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Kongres Mahasisrva Islam (minggu ketiga Desember 1998) menjelang subuh

bersama, mendekati Ramadhan bersama Habibi dilakukan serentak di masjid-

masjid Agung.a

Mengamati ledakan-ledakan partisipasi politik yang te{adi dikalangan

Islam mempuhyai ge.lala yang membrngungkan parlemen di tengah suasana

Reformasi. Ada indikasi di kalangan Islam yang mengalami depolitisasi yang

betukn-va prematur yang sulit ditebak formatnva, kedua ada indikasi di kalangan

Islam yang mengalami reintegrasi, ketiga indikasi (Re) fragmentasi (Re)

disintegrasi.

Agenda pertama dalam menyokong Reformasi menyeluruh adalah

kelaliman politik di kalangan Islam yang tidak dapat dilepaskan dan perpolitikan.

Artinya politik Islam hanya disokong oleh karakter sistem politik yang menjadi

konteksnya. Sistem politiknya yang ekslusif non partisipasi dan anti publik,

itulah yang menjadi kekeliruan politik Islam. Oleh karena ittl nrembangun

format baru politik Islam harus dimulai dengan keikutsertaan dalam

menyongsong Reformasi yang menyeluruh.

Reformasi yang menyeluruh harus didukung oleh kalangan Islam yang

meliputi empat tingkat reformasi yang harus dibutuhkan pasca Soeharto. yaitu 
:

Pertama Retbrmasi kepemimpinan nasional yangotentik, kepemrnrpinan otentik

adalah vang tidak mempunyai beban psikologis yang mensagendakan anti KKN

' Prlitik l)emi Trthun : Ncrsiotrulisnte llelegius cli irrcktnesiu, Editor
Pustaka Hidayah bandung, 1999. 397.

Andito (Abu Tahra)
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karena ia sendiri tidak terlibat KKN. Kedua Reformasi korakter kekuasaan.

Kalangan Islam harus menjadi penyokong Reformasi korakter kekuasaan politik

grrna tidak terulang lagi korakter kekuasaan Orde Baru vang bermasalah, yang

bercirikan sentralisasi (menjadikan kektasaan otonom dari masyarakat). Ketiga

Reformasi perubahan sistemik. Keempat Reformasi paradigma atau pergeseran

paradigmas

Agenda kedua menuju forum baru politik Islam adarah membangun

umat Islam bersedia berbagai institusi yang bisa didirikan ditengahnya sebagai

publik dan oposisi. Agenda yang paling panjang bagr umat Islam untuk

mengubah wajah atau format politik Islam. Keberhasilan dari kegagalan dalam

masalah ini yang menentukan apakah politik Islam berhasil membangun format

barunya ataukah gagal dalam membangun format baru bagi umat Islam. Publik

yang dimaksudkan di sini adalah bukanlah sebuah definisi pasif, melainkan aktif

Publik adalah sebuah komunitas yang memilikr aspirasi politik maupun

memelihara dan mengembangkan aspirasi itu, mampu mengartikulasikannya

kehadapan khalayak yang luas serta rnempunyai siasat dan keberanian untuk

mendesak ke dalam sistem perumusan kebijakan.

Kekeliruan-kekeliruan politik lama di kalansan Islam bisa terus terulang

lantaran umat lslam sejak lama memang belum terbentuk sebagai publik. Apalagi

5 l'ctlitik Demmi lirhqn.397
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dalam 40 tahun terakhir, sistem politik Islam memang anti publik (tidak memberi

keluasaan bagi pembentukan ruang).

Agenda ketiga membangun oposisi perrnanen. Selain membentuk

publik, format baru politik lslam, maka seyogy-an,va di tandai oleh pembentulian

kantong oposisi pernanen di kalangan Islam. Oposisi perrnanen dikalangan

Islam berfungsi sebagai pengawas - inhern segala kekeliruan yang diproduksi

sistem politik. Dengan cara beroperasi yang sesuai dengan tuntutan amar ma'ruf

nahi munkar di kalangan Islam akan memilki posisi dan peranan yang

signifikan.6

Dari agenda ketiganya itu yang menuJu fbrmt baru politik Islam tidaklah

mudah untuk dilaksanakan di tengah perkembangan politrk Islam mutakhir yang

serta tidak pasti dan membingungkan, dan ada beberapa kendala yang mesti

dipecahkan untuk mencari pemecahan. Kendala yang pertama adalah belum

adanya konsesus masalah-masalah di kalangan Islam, kedua belum adanya

konsesus tentang target-target mendasar bag kalangan Islam, ketigct masih

buruknya komunikasi di kalangan Islam, keempat masrh lemahnya berorganisasi,

kelima belum tegaknya ideologi atau monolitas politik Islam.

Untuk menghadapi kendala-kendala itu kalangan Islam harus mengubah

pendekatan yang selama ini semata-mata memposisikan lslam sebagai individual

6 Politik Demi Tithan.4Oo
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Era Reformasi membuat rvajah politik berubah dari sistem 3 partai

menjadi multi partai. Kecenderungan untuk mendirikan partai politik baru

menjadi wacana politik menwsun tekad semua pihak dari komponen dan anak

bangsa untuk melakukan Reformasi politik secara mendasar dan total yakni

demokratisasi, transparasi dan legalitas yang konsekuensinya pemerintah harus

meninjau ulang UU Pemilihan umum dan sistem keparta-ian yang lebih aspiratif.

Begitu juga dengan umat Islam yang secara kualitatif sebagai mayoritas

penduduk di Indonesia sehingga aspirasi politiknya berfariasi. Maka berdirilah

partai-partai politik yang berasaskan Islam maupun berkaidah Islamiyah sebagai

rvadah aspirasi umat Islam yang menghendaki formalisme Islam dalam politik.

Konsekuensinya umat Islam harus berbenah diri menata kembali agar

mereka memperbaiki kekuatannya untuk ikut adil dalam menyusun pemikiran

dan aksi reformasi berskala nasional, adanya partai politik Islam sebagai wadah

aspirasi dan kepentingan umat lslam mencoba menjebataninya sehingga melalui

partai politik umat Islam berdemokrasi secara konstitusioanal yang mengikuti

pemilihan umum 1999 sebagai pintu awal untuk melihat sejauh mana aspirasi

umat Islam terhadap partai politik Islam di Era Reformasi ini.

Pembahasan studi ini berkisar pada diskripsi dan dinamikapartai politik

Islam khususnya partai PBB dan Partai Keadilan. Pembatasan pembahasan ini

bertuj uan untuk mem udahkan penganalisaan.
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Partai Bulan Bintang (PBB).

a. Sejarah terbentuknya PBB

DR. Anrvar Hardjono mendapat mandat dari pimpinan Masyumi

satu bulan sebelum Masyumi bubar karena Kepres No. 200 Tahun 1990.

Sehingga pada Reformasi ini DR. Anwar Hardjono menggagas lebih

bersama keluarga PBB lainnya untuk mendirikan partai Masyumi, maka

berdirilah partai politik yang di deklarasikan di Jakarta hari Jumat 23

Rabiul Awal 14 19 H I 17 Juli 1998 dengan nama pBB. yang diketuai

oleh Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra. sH. sedangkan ada beberapa alasan

yang dapat menyelesaikan munculnya pragmentasi munculnya politik

Islam dengan mempercayai relevansi agama dengan kehidupan sehari-hari,

baik agama sebagai landasan kritisme, perubahan menuJu untuk

menentukan moralitas masyarakat. Adapun alasan-alasan itu adalah :

- Adanya keyakinan bahwa Islam menyediakan visi politik sekaligus

memiliki pengalaman politik yang dapat direkonstruksi dalam

' keyakinan ideologi yang reperentatif tampak meminjam ideologi lama.

Respon terhadap Islam memiliki prinsipprinsip fundamental, sebagai

sesuatu ideologi ditunjukkan oleh partai-partai politik baru berlabel

Islam, seperti PBB. PK, PPp. pKii dan lain-lain, Basis ideolo_rii dan

sosial partai tersebut rnenonjolkan asas keagamaan, karena

menggunakan simbol dan idiom agama sebagai acuan utama dalam
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mempe{luangkan program dan kepentinsannva termasuk dalam merebut

massa pemilihan.

- Adanya keyakinan Islam merupakan ide yang memiliki wawasan politik

dan orientasi politik kontekstual dan inklusif yang menentukan

mani festasi ni lai-ni lai keagamaan dan penampilan simbol-simbol politi k

yang terbuka dan bisa diterima semua orang, kontruksi ideologi dan

sosialnya dilakukan ciengan mengintregasikan kepentingan agama dan

kebangsaan. Selain itu lebih moderat dan realitis dalam menempatkan

ideologi dalam negara, pemahaman ini seperti dirvakili oleh PKB dan

PAN yang kedrranya secara kultur tidak bisa dilepaskan dari basis massa

organisasi keagamaan.8

Meskipun partai-partai ini menggunakan simbol-simbol Can idiom

Islam sebenarnya secara substansial imajinasi politik mereka tidak terlalu

jauh dari platfom atau agenda politik partai-partai lain. Hal ini bisa dilihat

dalam diskripsi tentang partai-partai politik yang disiapkan. Di sini

dijelaskan tak satupun partai-partai politik Islam mengembangkan gagasan-

gagasan ]"ang bersifat Legalistic formalistik, ekslusif. pada tingkat

pemilihan-pemilihan yang bersifat substansial, partai-partai Islam pada

dasarnya masih menunjukkan komitmen mereka untuk membangun

Indonesia vang lebih demokratis. !'

* Abdul N{un'im, l.slam l)itengatr Artr:;|'t'ensi.il, 150
' Bakhtiar Efendi, 'feologilJcrnr, 

58.
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Sehubungan dengan itu juga merebaknya tindakan pemberlakuan

kembali Piagam Jakarta dalam konstitusi pada sidang tahunan MpR 2000,

aspirasi itu muncul atas keinginan dari Partai Persatuan Pembangunan dan

Partai Bulan Bintang sebagai pembenahan janli politik mereka saat

kampanve. Dalam kampanye di Propinsi Daerah Yog-vakarta 26 November

tahun 1998, Ketua Umum PPP Hamzah Haz. mengatakan untuk

mempe{uangkan Piagam Jakarta masuk UUD 1945, tetapi ppp sama

sekali tidak menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia.

Dengan demikian persoalan simbolisme dalam politik Islam tidak

begitu saja dapat dihilangkan. Pengalihan oleh para pemikir dan para

aktifis politik Islam dan masa orde baru dari legalisme, formalisme dan

simbolisme kepada substantivisme hanya berhasil secara parsial pada

tingakat ide. Sedangkan formalisme, simbolisme itu diperlukan untuk

menggalang kekuatan *asa. to

Dalam rangka mewujudkan masyarakat madani meralui tahapan

pemilihan umum. Maka PBB menggunakan strategi perjuangan partai yang

terkristalkan dalam plu(rm dan program kega yang berpiiak pada

karakteristik.

- Robbaniyah (Ketuhanan)

- Insanivah ( Kemanusiaan )

'u Bakhriar E tbndi.tlepoliri.scrsi .... 173
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- Syumul (Universal)

- Wasqiyah (Moderat)

- Waqiiyvah (Konstektual )

- Wudhuh (Jelas dan terang)

b. Platfom PBB.

Yang dijadikan dasar peduangan yakni membentuk sistem

kenegaraan yang kokoh dan kuat, demokrasi serta konstitusional yang

dipandu oleh ajaran Islam secara kaffah.

visi PBB adalah terwujudnya negara Indonesia yang maju adil

dan makmur sejahtera merata dalam limpahan rahmat dan maehfirah Allah

SWT.

Misi PBB adalah pembangunan bangsa dan negara dengan

pembangunan yang Islami yang dipimpin oreh pimpinan nasional yang

mengerti dan peduli tentang nilai-nilai kebenaran Islam, berakhlak mulia,

berilmu dan memahami esensi bangsa yang majemuk yang didukung oleh

demokrasi yang taat beragama berbudi dan profesional.l I

2. Partai Keadilan.

a. Sejarah terbentuknya PK.

Realitas bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknl,a beragama

Islam, tetapi minoritas dalam politik semenjak Inconesi merdeka sehingga

. tt Itlemilih I'drtai l:slant, Tim editor, Sahar L Hassan (et al; -Cet I - Jakarta . Gema Insani
Press, 1998,22.
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Makna lambang PK Secara menveluruh vaitu meneeakkan nilai-

nilai keteladanan yang berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan

persatuan menuju gemilang dan ke3ayaan umat dan bangsa.

orientasi PK ditirik beratkan kepada dahvah dengan nyata yang

berkesinambungan menuju masvarakat madani. Hal ini tidak sama dengan

partai lainnya yang orientasi, politiknya hanya pada kekuasaan belaka.

Namun PK, kekuasaan bukanlah tujuan utama. Sebab apalah artinya

sebuah kekuasaan kalau partisipasi umat tidak ada. Meskipun ada hanyalah

pada saat pencoblosan belaka.

oleh karena itu PK berjuang bagaimana memproses masyarakat

agar mengetahui hak dan kewajiban politik melalui pendekatan keagamaan

dan pendidikan. Pendekatan sosial yang demikian itu diharapkan

masyarakat secara langsung merasa diuntungkan dengan kehadiran partai

yang berorientasi kerakyatan bukan orientasi kekuasaan belaka.

b. Platfom PK

Plotfom PK yaitu suatu gerakan yang mempunyai karakteristik

moralis, profesional, patriotik moderat, reformis dan independen.

Karakteristik tersebut sebagai ciri khas pK dalam gerakannya

menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai pijakan agar kokoh yang

bermuara pada cita-ciat normatif sekaligus. Seba-qai kristalisasi keyakinan

atas realitas historis dan harapan masa depan ban-qsa dan negara Indonesia.
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Adapun prinsip dasar itu adalah keadilan, persamaan. keseimbansan,

kesatuan nasional, kemajuan demi persatuan dan kerjasama.

Sedang platfom PK dan sisi visi dan misi adalah mer,vujudkan

masyarakat madani ke-lndonesiaan di masa depan sebagai pra syarat

penyampaian modal kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam posisi ini

PK memiliki visi kepartaian mencerminkan keinglnan untuk tujuan-

tujuan berikut :

- Menjadi wadah pendidikan politik umat Islam

- Meryadi unsur perekat kesatuan umat

- Menjadi akselator bagi wujudnya masyarakat madani Indonesia.

Sedangkan misi PK adalah :

- Berjuang mewu3udkan masyarakat madani di Indonesia

- Menegakkan eksistensi politik umat Islam

- Mengembangkan tradisi profesionalisme dalam berbagai bidang

kehidupan berbagsa dan negara.

Sedangkan mengenai sikap politik pK yaitu reformasi harus

ditegakkan, pencabutan asas tunggal Pancasila, pencabutan Kepres yang

merugikan rakyat dan negara, penghapusan Tap MPR-RI tentang p4,

pencabutan Dwi Tunggal ABRI, mengadili Soeharto secara benar.
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C. ASPIRASI POLITIK ISLAIVI.

Para memikir dan aktifis politik Islam, telah berusaha untuk

rnenyelesaikan sejumlah persoalan untuk menjebatani hubungan politik antara

Islam dan negara yang dianggap mernpunyai kendala baik oleh politik negara

maupun sebagian komunitas muslim untuk sepenuhnya dapat membaur dalam

kehidupas sosial. Ekonomi dan politik Indonesia yang disesuaikan dengan

stmktur sosial dan politik yang adar2

Setelah Orde Baru, saat adanya liberalisasi politrk. Politik Islam dituntut

untuk mewujudkan prinsipprinsip politik seperti yang teiah digariskan diktunr

Islam itu sendiri yaitu menciptakan cita-cita politik Islam yang sering

digambarkan sebagai baldatun thoy.vibatun wctrobbun gho/ur (negara yang

makmur dan dindhoi Allah SwT). maka ini harus dipahami sebagai negara

berkeadilan, bebas dari penindasan, kolusi, korupsi, nepotisme dan lain-Jain.

Amar ma'ruf nahi munkarjuga harus direakualisasikan sebagai penyadaran serta

pengakuan hak-hak rakyat, cian nahi munkar diartikan sebagai pembebasan dan

emansipasi bagi kalangan tertindas.

Untuk mewujudkan semua itu salah satunya dengan kekuasaan politik

yaitu dengan jalan mendirikan partai-partai politik baik yang menggunakan label

Islam dan asas Islam seperti PPP, PBB, PK" pKU dan lain-iain maupun partrai

politik yang berbasis massa Islam sebagaimana pKB dan pAN.13 partai-partai

" Bakhtiar Et-endi, I'eok4ii .. :, l4 l

't Bakhtia. Efendi, llepoliti.tctsi ... , 2:8
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Islam sebagai sarana pe{uangan untuk menegakkan nilai-nilai yang berdasarkan

Al-Qur'an dan Hadist.

Untuk mempe{uangkan dan mengimpletasikan nilai-nilai tersebut harus

mempunyai posisi, yang merupakan kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nrlai

tersebut. Sehingga para politisi Islam dalam mervarnai panggung politik nasional

harus seorang moralis, yang bukan mengejar kekuasaan untuk kepuasan diri,

tetapi untuk mengabdi kepada agama, bangsa dan negara.

Dengan demikian para politisi maupun umat Islam secara keseluruhan

dalam kehidupan politik, dalam pola sikap dan prilakunya harus bersandar pada

nilai-nilai ajaran Islam bukan berdasarkan menghalalkan segala cara.

Memang keberadaan partai-partai politrk Islam itu akan menimbulkan

beberapa pemikiran positif dan negatif. Positifnya . J'ertomct, yaitu rakyat akan

semakin terbuka untuk menyalurkan aspirasi politikrrya tanpa diintimidasi,

kebebasan itu akan menjadikan rakyat semakin rasional, kritis dan parsipatif

dalam mengikuti segala proses vang sedang teryadi. Kedua, proses sosial politik

akan lebih terbuka dan transparan sehingga budaya penggarapan dalam intenensi

penguasa kepada segala bentuk segala bentuk mekanisme sosial -v-ang

berkembang di masyarakat saat itu meniadi tabu. Ketigu, umat Islam

diuntungkan karena adanya partai poiitik vang memperjuanukan aspirasinva.r,

'' Abdul Mun'im. lslqm di 
.! 

engcrn Artr.; 'l'rcut.sjsi, l2l
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Aspek negatifnya ; Pertctma, bila arus keterbukaan rni berkembang

menjadi anarkhi, sehingga akan menghancurkan jalannva retbrmasi dan nilai-

nilai toleransi agama. Kedua, karena kcberasamaan pandangan poltik Islam

antara partai Islam. Ketiga, kecurigaan ideologrs akan dihembuskan oleh banyak

kelompok anti Islam dalam usaha membuat citra vang buruk terhadap partai

Islam.l5

Jadi, sejauhmana Islam dapat berperan sebagai sumber daya politik dan

sangat tergantung pada pelakunya dan juga kekuatan-kekuatan dan

memanfaatkan sumber daya politik [slam yang pada dasarnva mencakup dua

elemen yaitu nilai-nilai yang bersifat substansralistik dan idiom atau simbol-

simbol ke-islaman itu. Oleh karena itu imbauan untuk tidak menggunakan idiom

atau simbol-simbol Islam dapat diartikan sebagai upa)'a mengurangi makna

sumber daya politik itu sendiri.16

Munculnya partai-partai itu juga menunjukkan repolitisasi Islam dalam

artian maraknya kehidupan politik Islam. Format atau munculnya kembali

kekuatan poiitik Islam, karena Islam memang tidak bisa dilepaskan dari politik.rT

Selain itu juga menempatkan Islam menjadi pihak yang sangat drperhitungkan

dalam proses perubahan politik.

" lhid .'tzl
'n Bakhtiar Efendi, kologi Banr,6l
t' thirt., r95.
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Pemilu tahun 1999 partai politik Islam mengalami kekalahan. Padahal

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Menurut Bakhtiar Efendi, inti

permasalahan kekalahan partai politik Islarn pada pemilu tahun 1999 terletak

pada disertikulasi pemikiran dan praktek politik Islam. bahrva praktisi politik

Islam telah menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan publik. Para elite politik Islam

telah bicara banyak tentang hal-hal, akan tetapi semua itu menyisakan satu hal ke

mana arah politik Islam masih merupakan teka teki, bahkan para pemikir dan

elite politik Islam memberi kejelasan yang justru vang berbeda-beda.r8

Dengan demikian yang terpenting dipahami dari kekalahan partai-partai

Islam sebenarnya tidak lebih sebagai akibat dari dangkalnya apa yang disebut

Arkoun dengan estetika, penerimaan umat Islam terhadap gagasan Islam dalam

bidang politik. Kadangkala itu nampak pada bentuk-bentuk artikulasi dan

cenderung simbolik dalam berpoliti( kebanyakan partar-partai Islam yang ada

merasa cukup jika sudah menggunakan label-label Islam, sedangkan untuk

membangun solidaritasnya di kalangan partai-partai Islam sudah merasa puas

jika hanya mendasarkan pada sentimen nama vang sangat klasik seperti soal-soal

yang berkaitan dengan Islam.

Dalam konteks itu, agama memang perlu membimbing tingkah laku dan

moral politik. Islam, misalnya mengajarkan keadilan vakni salah satu konsep

sentral dalam Islam, selain tauhid yang merupakan kcnsep paiing penting. Nilai

" thi,].,225

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



53

Substantif keadilan, sebagaimana diajarkan Al-Qur'an seharusnya diekspresikan

ke dalam proeram-program politik. Ada juga konsep al-Musawa (egalitarialisme,

persamaan). Egalitarisme ini secara substantif bisa menapasi plat/om partai-partai

dan menjirvai konsepkonsep dan aktititas politik. re

Dalam partai politik Islam Era Retbrmasi banyak muncul para kyai di

panggung politik yang memilki nakna signifikan dalam proses transformasi

politik. Munculnya kyai dalam konteks politik setidaknya terdapat lima catatan

penting bagi masa depan politik lndonesia. Pertama, dinamika politik elite akar,

mervarnai kalangan elite Islam yang setidak+idaknya secara normatif yang

memiliki wawasan keagamaan yang luas. Kedua, Proses politisasi yang

menempatkan mereka mampu menjadi elite politik yang juga menghendaki kyai,

untuk mampu menjadi falrtor peredam konflik secara dominan. Ketiga, mereka

berpeluang untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Keempat, kyai politik

berkesempatan membangun citra positif untuk umat Islam. Kelimo, lryai

berkesempatan membangun kekuatan politik yang bermakna signifikan bagi

keberlangsungan umat Islam di Indonesia yang sanggup mewarnai dinamika

bangsa secara positif dan konstitutif.

'" Azyumardi Azra, lslani Sttbstetttif : Agctr {imat Titlok.lqtti Ruih, Penerbit Nlizan Anggota
IK.API, Bandung, 138.
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BAB IV

KO]IIPARASI PERAN DAn. KEDUDUL{N PARTAI ISLANI

}TASA ORDE BARU DAN ERA REFOR}IASI

A. PERAN DAN KEDUDUKAN P,,\RTAI ISLANI ORDE BARU

Ivtenghadapi perluasan peran dan munculnya partai, pernerintah yang

begru agresif pada fase pembentukan Orde Banr, idealnya urnat Islarn dafl

organisasi-organisasi keagamaan lslam nrarnpu merumuskan satu strategi banl

-v*ang mampu unttrk mencari peluang aktifitas .v-ang baru pula, sehingga bersaing

dengan kedtua kehntan tersebut. Tetapi rnalangny4 umat Islam dan organisasi-

organisasi ke-lslaman belum mernptmyai kesediaan yang mewadai untuk

rnerurnpilkar progran-program dar aksi-aksi yang rnampu mrhrk menrik

perhatian elite orde ban! guna menjadikan kelompok ini sebagai rekan kerja sama

dalam membentuk satu kekuata, yang akan menumpang orde Baru.l

Kehadiran politik umat Isram dararn fonnatrrya yang sekarang

rnerupakan konsekr+'ensi dan penrbahari konfigurasi politik nasional. Terutama

harapan tanrpilnya kenrbali partai politik Islan y'ang telalr rlibekukan oleh

pen$rtsa lama, harapan dan sebagian besar elite muslim untuk

mengkonsolidasikan partai Islarn itu didasarkan atas dua pemikiran. l,eficrmct.

kelornpok Islan rnemiliki adil besar dalarn mempercepat jatulmya G,de Larna.

' M. Rusli Karim. Negara dan Peminggirun Islan P()litik. - Cet. I - Tiara Wacana
Yoryakart4 1999, 239

<,-l.,,1

\*1f
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Kedua, lunrptrlrnya kelaratan Islan karena rJikebiri orde Larna parJa masa

dei-nokrasi teipimpln merupakan hasutan da-r PKI. Atas rlla pei-nikiran tersebut,

elite Islam berang-uapan bahwa setelah naiknya orde Baru rklim politik yang

kondusif bagi pengernbangan partar polihk Islam.

Namul keilyat&uulya tidaklah seperti ya,g dilrarapkan, karena pada

pemerintahan Orde Baru politik Islam hanya rlfoaasi atau penyempitan partisipasi

politik massa dengan pembatasan ruang gerak partai politik dan sebagian besm

kelompok Islam justru mengedepankan artikulasi politik umat melalui jalur partai

plitrk Islanl. Ivlaka, tak nrengherankar jika usalra-usaha unttik merehabilitasi rjan

mendirikan partai-pfiai Islam itu mengalami benturan ,Jengan pemerintal

sehingga sebagian besar menemui kegagalan dan kebuntuhmr.2

Partai Persatuan pembangunan (ppp) yang terbenhrk tanggal 13 Februari

1973 dan merupakan peleburan dari partai-partai Islam (NU, psII, parmusi, dan

Perti) arJalah satu-satunya partai yang rliproyeksikan sebagai partai tslarn. akan

tetapi, serelah tahm r 9g3 tedadi keseragaman asas dan seterah dikerumkanny,.a

tiU No' 3 Tahun i985 tentang kepartaian. Maka PPP rnulai kehilangan ciri atau

identitas sebagai satu-satrmya wadah tmttik

politik unrat lslam.

mengartikulasikan kepentingan

Hilangrrya partai poritik Isram ,li Inrjonesia ).ang rlitandai ,Jengan

penetapan Pancasila sebagai satrFsatrmya asas partai persatuan pembangtman

""**;#H',1"-{'h*''o 
Islan tlan Pergularan Kehnsaan di In<tonesia. pustaka pelajar
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(PPP) dalarn lvfuiktanur yang pertama tahun 1984, menirnbulkan tanda tanya

besar mengenai bentuk aspirasi umat lsram dan wadah penyalurannya.3

Salah satu pertanyaan mendasar yang menyangkut hubungan antara islam

dan politik adalah aspirasi politik Islam dapat disalurkan tanpa melalui partai

Islan ?. Bagi mnat IslanL persoalan penerilnaar asas tidak halva berhenti sarnpai

di situ- Salah satu masalah terbesa adalah Follouw tip+tyu artiny4 dengan

tiadanya partai Islam saat ini melalui saluan atau wadah politik mana aspirasi

polrtik Islam itu diartikulasikan ?. Dapatkan atalr bersediakah ketiga partai politrk

yarg ada nreqjadikar Islarn sebagai salalr sanm folak ukur segenap poses

pengembalian keputusan politik ?. Di sinilah aspirasi Islam tidak bisa rJilepaskan

dm mi kebenaarmy'a di tengah-tengah mas.r*arakat yarg sedang mengalani

transformasi di berbagai segr kehidupan. Tetapi dengan pengembangan ftlim

politik yang lebih kondwif terhadap Islam.

Nan'tun dernikian harus diakui bahwa dengan timbulnya pola hubungan

-v-ang saling mengakomodasi, maka Islam memilki akses terhadap kelanasaan,

paling tidal< kalangan islam mernpunyai peluang tmtuli menehalisasi sikap-sikap

seperti yang terjadi sebelurnnya yang mempturyai kecendenurgiln memojokkan

Islanl atau urenringgirtan Islarn yang selanra dua rjekade tersebut. Secam

t Tebba Sudirman- Islam Onle Bant Penbalnn Polirik dan Keagamaan- Cet I - yogyakara
TiaraWacan4 1993,3.
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stnrktural memang merupakan alcibat rJari adanya konrplotan (konspirasi) rJari

kekuatan politk tertentu yang hendak mengucilkan Islam.+

Keberadaan partai poritik daiam negara dianggap sebagai sarah satu

institusi demokrasi. Karena fi.rngsi partai poritrk adalah menyerap dan

flEtrgarti]ulasikan asprrasi darr kepurtirrgarr rakyat, salala sosialisasi da,

kom,nikasi politik dan media peryalurm perbedaan pendapat yan_e te{adi di

masyarakat. Maka keberadaan partai politik menjadi faktor penting dalam

kehidupan berbangsa dan bemegara.

Unnk ntewuiutkatl selnua itu salah sahurya dengar kekuasaan politik

yaitu dengan jalan rnemperjuangkan dan nrengimpletasikan nirai_nilai y,ang hams

menrpmyai posisi, yang merupal<an kei<uatan mnrl< memperjuarglran nilai_nilai

dan aspirasi masyarakat yang didambakan. Adapun nilar-nialai tersebut adalah

ralyat akan semakin terbuka untuk menyahnkan aspirasmya dan umat Islam

diuntungkan karena partai poritik y,ang kongkrit memperjuangkan aspirasinya.

Ada dua faktor yang marjadikan sebab lernahnya kedud,l<an kerompok

muslirn diawal orde Bam : pertoma, persepsi politik yang bersifat ideorogis.

Pada rnasa tersebut pemikiran dan nrayoritas urnat islam rnasih terpengaruh oleh

garis panduan politik lartta .v'anbg lebih "sirnbolik dan itleologis Islar,,,, yang

parlat Islam dianggap sebagai satu-sattmya kendaraan rmtuk mencapai t,juan

politik' olelr karena ittt "tenaga" rnayoritas kelompok musiinr dihabiskan derr:i

partai politik' Keduti" kelemahan internal rmrat Islam sendiri bisa dilihat clari

r M. Ruslli Kanm.. 125
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la'rangnya jtunlah sumberdaya nranusia vang siap bersaing rJengan keior,pok

lain, so'npitnya wawasan pikiran para pemimprn organisasi Isram persaingan

penganih dan tiadanya persatuan di antara partai-partai Islam dan oreanisasi-

organisasi masyarakat (ormas) lslam. 5

Dinanika urnat Islam dalaru huburgamya dengar negara orde Baru

pada aw-al dasaw'arsa 1970-an yang tetap diwtrnai dengan kaegangan dan

kontrontasi. Betapa banyak yang hans dibayar ketika umat Islam selama periode

konfransi yang penerapan strategi pengedapan artilarlasi "partar Islam.. dan

"oposisi" kumil waknr ifu tenlyata jush-u urakilr urenernpatkal unat Islarr

dipinggirkan papali percaturan politrk orde banr. Inrlikasinya paling nil yainr

merosotnya posisi plitik.urnat Islam bisa dilihat dmi hanpir tidak adanya jabatan

sbategis yang dipegang oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang ..gerakan

Islam" . Sernentara konsepkonsep kebrjakan yang dihasilknn negara juga banyak

yang tidak mengakomodasikan aspirasi kaum muslimin.f

Kehadiran politik urnat tslam ,lalar-n formatnya .vang sekarang ini

menpakan konsekwerrsi dari perubahan konfigrrasi poiitik nasional- dima,a

pemer'intah, khususnya presiden Soeharto menganggap perlu urhrk

ntellgakontodasi Islatt, kaetta Islan rnen.rpakan sebuah kekuatan yalg riil.

Sementara itu, sarana uxat Islam rilttuk mengartikulasi bisa ilibilang sangat

terbatas. 'Iidak ada rnedia massa Islam 1,'ang representatif untuk menyampaikan

5 
N,I. Rusli Karim.. 23g - Z4O

6 Aminuddin., l4l - 142
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aspirasi dan ide politik Islarn. Apalagr kalau rJibanrJinglan C:ngan kelonrpok non

Islam yang merupakan raksasa produk (hde Bam daiam bi,tang meriia masa.,

Golongan Karya (Golkar) y'ang lebih besar kemurculannva turtt&

mendekatkan "sayap Islam" hans lebih tegas mengakui potensi besar unat Islam

dorgail segala rcsiko yarg nrengiringinya dan tidak sekeda ulhik kepentingan

taktis politis pada saat memerlukan dulffiigan trnat Islam.

Dalam hal ini yang mampu mtuk mervadai sekarigrrs unhrk menjadi

corong aspirasi urnat Islam adalah Golkar. Sebab dengan kebesariirrnya sekaligus

sebagai "Singie mayrtritl," Goikar dapat berkelrendak lebih balyak rleskipurr

Golongan Kar,ua bukan partai agama, akan tetapi melihat apa yang rlilihat apa

selama ini merasa jauh berbeda. Nuansa-nuansa Islam kian nampal< di dirin-v-a,

seperti dalam lembaga tinggi negar4 \,IpR, Golkar pun memiliki wakii-wakil dari

golongan ulama' adan cendekiawan muslim. Dengan r3enrikian, Golkar telalr

benar-benar rnemperjuangkan aspirasi Islam.

B. PERAN DAN KEDUDUKAN PART,{I ISL,{}I ERA REFORNIASI

Kemunculan partai-partai lslarn di era refonnasi mendapat suaftr

pandangan yang mengkurvatirkan dari selumlah kalangan akan kembalini,.a polirik

islarn ke fonnat awd yang clapat rnernbuka peluang vang digunakannya idiom-

idiorn deur sirnbol Isliun unttrk rnemperoletr dukuncan. Kekuwatiran itu ilidasari

' Affan Ghatrar. politik lrulonesia l'ransisi ,llernitt l)entokrusi- pusaka pelEar yogvakana-
1999. t::
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oleh pertinrbangan teologis keagernaan, sebab digrrnakanny'a asas atau simbol

Islam yang merupalian baglan dan pemahaman tentang ,Jemokrasi dan beltnn

tentu partai Islan itu merupakan ekspresi politik atau ideoiog yang seklarian dan

ekslusif, selarn ihr juga menghonnati masyarakat politik Indonesia. Akan

kebututran pluralisme cin dan identitas politik.E

Sehubungan dengan itu umat Islam meyakini bahw'a Islam jrrga mengatur

tentang polittk dalam suatu negara. Dalam hai ini oleh umat Islam di Indonesia

raewujudkiln dengan rktrt berperan dalarn kekuasaan negara sesuai rlengan hdtun

syariat Islarn. Partai politik ntetupakar sarana untuk bisa rneurpengarulii

kebrjakan suatu ne-{ara yang diaktualisasikan secara fonnalisme, artinya yaitu

dengan partai bemama Islam, lambarg partai yarg menunjukkan Islam, dasm

partai berasas Islam dan hrntutan kembali berlakurya syariat Islam yang

tercantwn dengan rujuh kata dalam Piagzmr Jakarta. Pemahaman politik Islam

fomralisnre berlangsung hingga awal Orde Baru ,Jengan pernerintah yang rJiwalcili

oleh pihak nasionalis trdak berjalan harmonis.

Atiaptur faktor -v'ang ntempenganrhi politik islaln tidali bisa berhasil

secara nraksimal disebabkan adanya faklor ketidak siapan para pemimpin Islam

ttllfuk lneltciptakan IIlat)uver'-n)anuvet' politik yang rneyakirrkarl setr)ua pihak

bah'ra gagasail ideologr Islam menrpakan suatu kebuttrhan bukan han1,a suahr

kerva.iiban, adanl,'a fakror pihak penia.iah yang lebih mempersiapkan kalangan

nasionalis sekuler Lurttil< menyongsorg kemerdekaan Inclonesia, para aktifis dan

8 Bakhtiar Efendr. Rerxilitisa-si l),tlitik- MrzanAn_ugota IKApI Bandune 2000. 5g - 59
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pernikir Islarn belunr bisa nrenrberikan konsep politik. Hal itu rJisebabkan para

alititis dan pemikir islam masih meman,Jang paham intergalistik.

Keiemahan tersebut disadari oleh para aktifis dan pemikir Islarn,

seiringga mereka rnenrbah gerakan politik Islam yang tidak secara formalis lagi,

tapi secara substansi. ivlereka mottadang balrwa politik Islaur harrya nrenrberikan

prinsipprinsip dar tata nilai bagr kehidryan bernegara dan berpolitik. Islam tidati

memberikan konsep yang baku tentang sistern politik dalam negara dan prinsip

prinsip politik Islarn itu hanya menjadi etika bagi urnat Islam dalam kehidupan

potitk dan delni tenr,rrjudnya denrokrasi.

Penrbahan pemahaman dari formalis ,Jari ke substansif ,Jisebabkan

adar-v-a fakror pangamh dmi kebanglirtar kemurni an ajmm Islam dari pengaruh

ajaran westernisasi Barat di il[esir, kebangkitan di Mesir dimotori oleh Abduh dan

Janraluddin ai-Afgharri. Juga adanya jargon Nur Khdis lvra<tjitl .. Isiam yes,

Partai Islam No", sebuah jargon yang mendorong tunat nranusia unhrk

mengerahkan komitmennva kepada nilai-niali Islam bulian pada label-label Islam.

Faktor lain adanya pem:ihamatr Islam kultur yang dirnotori olelr para pemikir

Islarn Indonesia seperti funin R.ais clan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan lain-

laili. Dat adalty'a politik yarlg Inenganrbang dari pernerintalran sehingga urnat

isiaun periu menrbair gans pe{uangan.1'

r A4rumardi Aza lslant Sthstansif
Anggota TKAPI Bandung.2000. t49

Azar lJmat lslam T'idak Jadi Ruih. penerbit lVlizan
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Penlbahan ihl rnenjadikan unhrk nrewrrjudkan cita-cita politik Islanr

yang tidak hrus melalui jalur struklural, tetapi bisa ,langan jalu krrltural. Jalur

kultural ini, politik Islanr lebih bisa disosialisasikan dan pada dengan jalu-

struktrural. Karena kondisi bangsa Indonesia saat ini berada pada hegemonik

politik pernerintah Orde Baru. Sehingga jalur stmktruak urut Islarn dapat

berperan dengan maksimal pada masyarakat atau masa pernbelajarar demokrasi

terhadap masymakat.

Sehubungan dengan pedalanan partai Islam dalam sejarah Indolesia,

partai Islanl tidak sebetunnut-e partai yang non lslan. Untuk waktr yalg cukup

lana pemerintah rnemamdang partai Islam sebagai pesaing politik utama yang

mengganggu landasm ideologl negaru. Karena itu pemerintah berupaya

rnelemahkan dan rnenjinakkan dengan difrsikan partai Islam dalam satu partai

dan diberlaliultannya asas tunggal pancasiia). I 0

Namtm dalarn kondisi itu berubah setelah jatuhnya Soeharto 2l Mei

1998" kondisi politik secara keselumhan relatif mencair, ketika liberalisasi dan

relaksasi politik menjadi ciri utarnanya. Dengan kondisi hanpir semua kekuatan

politik berada pada posisi yalg sebarding dan egaliter yang merasa nrenrprmyai

hak untuk rneng-zrtikulas ikan ke pe nti ngan poli tiknya.

I'lal ini seba-uaimana y'arg dirurgkapkan Azr,'runardi Azra, bahrva

kemtmculan ban-n-ak partai disebabkan oleh persoalan khikrtiycrh atat .t'itnt'iyttit,

"' Balrktiar Efendi- lleyxtlitisasi lslant. 206
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ittr bisa dilihat dengan adanya partai-partai politik rJari kalangan Islam tradisional

dan dan kalangan lslam modernis reformis.li

Partai-partai politik Islarn dalarn pemilu i999 baft secara formalis

mauptm substansif belum bisa menarik masyarakat Indonesia yang mayoritas

memeluk Islam- sehiugga pada pernilu rggg prtai-patai Islan margalami

kekalalran- Menunrt bakhtiar Efendi partar Islam mengalami kekalalan itu

dikarenakan para pemikir dan aktifis partai poritik islam tidak mampu

memberikan arah yang jelas terhadap pilitrk Islam baik dalam bentuk pemikiran

mauplur praktek poiitk islarn.12

Iv1enurut Harnzah Haz, kekalahan partai-partai politik Islam parJa pemilu

1999 dikarsnakan umat Islam memahani agama sebatas persoalan ibadah rihral

dan terpenganrh adanya paman sekularisme. Sedangkan dalam diri partai-partai

politik Islam belum mampu menr"njukkan fikrah atau ide yang menmjukkan

lslamnya dalam mengurus tunat. Ivlelilrat faLtor kekalahan partai politik tslam,

menggambarkan bahrva umat Islam di In,lonesia beltun pahan betul akan hakikat

ajaran islarn tentarlg politik. Karena urnat Isiam di Indonesia sudah merasa puas

dengan peng$maan label dan idiorn-idiom serta sirnbol-sirnbol agama dalarn

politik' Tetapi konsep antql ntskrtd' nulti rntutkar vang rnenrpakar subtalsi lilai-

nilar a-1aran Islarn kurang diperhatikan. Fenomena seperti itu dapat diperhatikan

dengan masttknya para pemimpin organisasi keagamaan dan elite politik atau kvai

lrAzvumardi 
Az::a- 175.

r? Bakhtiar Efendi, |bologi Rant politik Islanr tli lntlonesia,6l
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dalarn jabatan pemerintah, baik di eksekutif mauptur 1,.udikatif. Tindakan poiitik

mereka kmang mencerminkan seorang iimat Islam _vang menja,Ji panutan.

Politik Islam di Indonesia dalam arti formalisrne tidak laku, masyarakat

urnumnya lebih memilih yang subtansif. Jadi, apabila Islam mau belperan dalam

polifik, peElulya adalah paan subtarsif dan mengembargkan pesarFpesan moral

dan tema-tema sentral seperti keadiian dan egalitarialisme, bukan menonjolkan

simboi. Tema sentral itu kurang mendapat perhatian kmena politik masih

mengembangkan kiltur polrtik tradisional, yang tidak egaliter tetapi cendenurg

. li
Ieodallslts. ''

C. KO}TPARASI PERAN DAN KEDUDUKAN PARTAI ISLA}I ilTASA

ORDE BARU DAN ERA REFORIIIASI.

Keterbukaan dalam kancah politik di Indonesia yang mengalami pasang

surui perpolitikan dan ada kekalahan, keberhasiian dalam berpolitik. Namun

hanis kita catat bahwa perar dan kedudulian partai politik islan masa Orde Baru

dart Refornrasi tidak jauh beda, sebab dari kedua-rJuanya politik Islam hanya

cliurutan bawali dari partar politik non lslan, adapun rnasa Orde Baru peran

politik Islam hany'a dibatasi atau pexvempitan partai Islam. Partai politik Islam

tnettsaiatti bettttuan dengal pernerintair, sehing-ua sebagian besar partai politik

Islarn menelttui kegagalan dan saru-satunya partai Islarn yang nrerrjatli watlalr

ri A4umardi Azta- 145
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aspirasi uilat Islam Fihri Partai persaftun pembangunan (ppp). walaupun pa,Ja

hahkatnya, umat Islam hdak sehin*mya berafiliasi ,Jengan ppp. Namgn

mengeneralisasikan tunat Isiam berada dalam irama dan nuansa politik yalg

sama. Pandangan yang lmrang mendapatkan brjakan historis yang kokoh.

Adanya kecend€rmgan dari Isram yarg aktif diluar pentas politik,

semata-mata hanya nrencari saluran yang lebilr efektif, walaupun saluran yang ada

tersebut ridak seefektif melalui jalur legislatif. Peduangan unat Islam lebih

rnempe{uangkan gerakan elite dari pada gerakan politik yang nrelakukan presure

terhadap kekuasaan. PPP yang berfrrngsi seperti pada era 70-an sampar dekade

80-an tidak mampu lagi menciptakan citra sebagai wadah penyaluran aspirasi

politk tunat Islaln. Karena Faktor-fakror intemal dalam clirinya, juga dikarenakan

desakar<Jesakar ektental yang sulit dihfurdari. Ada juga alggapan yang relatrf

sama dikalangan umat Islam, bahw'a hubungan akomorlatif pada saat itu adalah

sebuah kor'disi yang dibutuhkan turtuk mencapai target-target politik di masa

depan.

Namun demikian, harus diakui cengan timbuln-va pola hubungan yang

saling mengakomodasi, maka islam memiliki akses terhadap kekuasaan, paling

tidak kalangan Islam mernpunyai kebijakan-kebijakan yang selarna Orde Bam

poiitik umat Islant cencienurg dipinggirkan dari perpolitikar. r' Sedangkan partai

politik Islant nlasa Orde Baru yang nlengalaini lernahny'a kedudukan, kelonrpok

ra M Rusli Karim.- 242 - 243.
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mtlslim di karenakan persepsi politik y'ang bersitat ideoiogis r3an s;nrpitnl,a

wawasai pikirar ptra pem*npin oreganisasi Islam. \,ang mengakibatkan

kekuatan Islam dalam regrrlasi politik bisa dipinggrrkan oleh rezom Clnie Bam.i-'

Runndmya rezim soelurto parJa tanggal zl ivlei 199g, Inr1onesia

' memasuki fase lit'eralisasi politik yang ditardai serba ketidakpastian pada fase

liberalisasi politik yang ditandai dengan te{adinya redefinisi hak-hak poiitik

rak-vat' Dalam kerangka iru terjatiilah lLrapan kebebasan kehirJupan polirrk 6engan

ditandai oleh naiknya kebebasan. Sebagaimana suasana dan ftmftrtan umuR

ditengah masyarakat, peran partai Islam masa Era Reformasi ini ban-val<n y*? para

tokoh-tokoh elite politik mendirilian partai islam yarlg mengalarni ledakan yang

sangat &astis, diantara 123 partai polihk telah terbenhrk hrngga MrngEr ketrga

Desember 1998, ada hamp* 20 partai polirk yang memakar label Islam.r6

Ledakan partisipasi di kalangan Islam juga terjadi dalam bentuk-bentuk

yang tidak permanen. Semacam pembentukan partai, yakni dalam trenhrk fonun

atau inisidental. Ivlunctrlnya partai Islarn rlalanr Em RefurLriasi -vaitu kerlbalipya

format politrk Islam yang dapat membuka peluang baE karangan Islan untuk

menyuarakan aspirasinya. walauprur pada dasarnya perzil partai isiam turtuk

menjadi aspirasi rnasl,arakat (lslanr ).

'5 thirt..2lo
16 Eep Saefullah Fatah, Menuntaskan penrbahttn I

Mizan Bandung 2000, 154
('otatan Polirik l99t 1999. penerbrt
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Dalam kerangka itu kedudukan partai Islanr rJi Era Refonnasi nrengalarni

kekalahan dengan partai politrk non islarn. Partar politik lslam yang mengalami

kekalahan itu disebabkan adanya umat Islam hanva memahami agama sebatas

persoalan ibadah ritual, dan terpenganrh adanya paham sekularisme. Sedangkan

dalaru diri partai politik Islarn belum marnpu manrndtkkan proaktif Islapya,

meliha faktor kekalahan partai lslam itu. Batrwa urnat Islam di Indonesia belum

paham betul akan hahkat ajaran Islam tentang politrk

Oleh karenanya dibutuhkan kerangka operasional partisipasi aktif umat

Islam dalam politik yang didukung oleh potensi urnat Islam yang seim_ugrfinya.

unhrk itu urnat islarn perlu menyusun strategr ganda. pefiama, shategi jangka

pendek. umat Islarn hanrs . mampu mancari tempat afiliasi yang banyak

tnenawakan progran yang ilralnpu Inenompalg kliasanah urasyarakat Islarn.

Kedua, strategi jangka panjang berupa penyiapan kerangka politik secara

pragrnatik dengan bertitrk tolak dari kegiatan budaya polrtik Indonesia.r7

D M Rusli Karim - 28 - 29
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BAB V

DE \]I iTI TNrLi\Lr I tir

A. KESINTPULAN

Dari berbagai permasalah telah diuraikan bab-ba sebelumny4 dapat

diambii kesimpuian sebagai berikut :

1. Ivleski unat islam lndonesia sebagai kelornpok Isiam nuyoritas, nyatanya

pada masa Orde Bant umat Islam tidak bisa malisrnal menyaiurkan

aspirasinya secara politik.

2. Partai politik Islam pada pernilu i999 dengan segala potensi yang relatif

minim dan harus menghadapi tantangan yang tidak ringan, panai politik Islam

yang jumlahnya relatif banyak, sedangkan massa pemilih sangat kecil. Dan

bentuk partisipasi umat Islam disalurkan melalui partai Islam dan partai non

Islam.

3. Perasamaan dan perbedaan partai Islan masa Orde Baru cian Era Reformasi

tidaklah jauh beda, karena sama-sama rnengartiktrlasikan partai politik Islanr

ke dalarn kancah perpolitikar. Sedangkan dalarn pertedaan partisipasi partai

politik Islam han-va sedikit, kalau pada r,vaktu Orde ilam partai Islam hanla

dikebiri dan penyernpitan nrang gerak turtuli berpolitikT Se<iangkan rnasa era

refonnasi, ledakan partisipasi politik lslarn dan bennrmculnva ban_vak partai

islam dan kernbalinya fomtat poiitik yang selarna itu (Orde Baru) dipersernpit

oo
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unttk berpolitik. Dan peran politiknya dilokaiisir sedemikian sernpit sehingga

dimarjinalkan secara politik mauput sectra ekonomi.

B. SARAN-SARAN.

Dengan selesainya skripsi ini, mudah-mudahan. bisa dtjadikan bahan

panikiran tambahan, sekurmg-kurangnya bagi perkembangan dtmia akademiy

dan selebihnya bagi para pemikir politk isiam di Indonesia. Dengan bermunculan

partai-partai Islam sekarang ini, tunat Islarn di bingrrngkan dengan banyaknya

partai-partai politik. ivfal<a harus mempmyai sebuah tbrmat partisipasi politik

supaya masyarakat bisa membedalian partai poiitik yang mernpunvai landasan

pemikiran yang jernih.
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